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Kata Pengantar 

 

Sebagai satuan kerja yang memiliki tupoksi dalam penanganan kasus remaja dan anak, Subdit 

Renakta Polda Metro Jaya juga menangani kasus ABH paling banyak dibandingkan kasus lain. 

Jumlah kasus ABH yang ditangani oleh Renakta semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun 

kualitas dan memberikan tantangan besar dalam penyelesaian kinerja penyidik dalam penanganan 

ABH. Keterbatasan waktu sesuai ketentuan UU SPPA dalam proses hukum menunjukkan bahwa 

keberhasilan kinerja penanganan kasus ABH tidak hanya tergantung pada penyidik itu sendiri, 

namun juga mitra kerja terkait. Peningkatan Penanganan Kasus Anaka Berhadapan dengan Hukum 

berbasis Digital ini akan menjadi inovasi yang strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi 

penanganan ABH secara terpadu dengan cepat dan efektif agar prinsip-prinsip kepentingan terbaik 

bagi anak bisa tercapai dan kinerja POLRI dalam menangani ABH dapat optimal sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di 

Polda Metro Jaya Kasubdit Renakta berinovasi dengan membuat web ABH online dengan tujuan 

agar dapat meningkatkan kinerja dan koordinasi bagi para penyidik dalam melakukan penanganan 

kasus anak berhadapan dengan hukum bersama mitra. Di dalam Web ABH Online juga berisi tentang 

panduan penanganan kasus, serta administrasi penyidikan yang dibutuhkan oleh penyidik.  Dengan 

adanya Web ABH Online ini dapat memudahkan baik Kasubdit, Kepala Unit, dan Penyidik dalam 

memonitoring kasus secara real time.  

Terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam 

penyusunan Web ABH Online ini terlebih Tim Efektif yang telah membantu 

penyempurnaanprogram ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta yang menyediakan layanan rujukan dalam menangani kasus ABH, Kementerian Hukum dan 

HAM RI melalui Bapas serta Kementerian Sosial melalui Peksos nya,  Semoga Web ABH Online 

ini bermanfaat dan menjadi langkah strategis Polda Metro Jaya dalam melakukan perubahan menjadi 

semakin PRESISI. 

Jakarta, November 2023 

 

 

HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H 

KOMISARIS BESAR POLISI 

 

UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan 

mandat kepada institusi POLRI dan lembaga terkait lainnya untuk menangani Anak Berhadapan 

dengan Hukum (ABH)  dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini memberikan 

konsekwensi bagi penyidik dalam penanganan kasus ABH harus melibatkan mitra kerja dengan 

tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Sesuai mandat dalam UU SPPA tersebut, penyidik memiliki 

kewajiban dalam penanganan kasus dimana sejak laporan kasus ABH diterima, baik sebagai pelaku, 

saksi maupun korban mitra kerja harus dilibatkan, yakni Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, 

Pekerja Sosial dan pendamping hukum. Kehadiran para pihak tersebut menjadi bagian dari indikator 

kinerja penanganan kasus ABH karena mengeluarkan produk-produk yang akan menjadi bagian 

dalam berkas perkara penanganan kasus ABH.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 

SPPA) telah memberikan mandat kepada institusi POLRI dan lembaga terkait 

lainnya untuk menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  dengan 

pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini memberikan konsekwensi bagi 

penyidik dalam penanganan kasus ABH harus melibatkan mitra kerja dengan 

tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Sesuai mandat dalam UU SPPA tersebut, 

penyidik memiliki kewajiban dalam penanganan kasus dimana sejak laporan 

kasus ABH diterima, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban mitra kerja 

harus dilibatkan, yakni Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, Pekerja Sosial 

dan pendamping hukum. Kehadiran para pihak tersebut menjadi bagian dari 

indikator kinerja penanganan kasus ABH karena mengeluarkan produk-produk 

yang akan menjadi bagian dalam berkas perkara penanganan kasus ABH.  

Sebagai satuan kerja yang memiliki tupoksi dalam penanganan kasus 

remaja dan anak, Subdit Renakta Polda Metro Jaya juga menangani kasus ABH 

paling banyak dibandingkan kasus lain. Jumlah kasus ABH yang ditangani oleh 

Renakta semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas dan 

memberikan tantangan besar dalam penyelesaian kinerja penyidik dalam 

penanganan ABH. Keterbatasan waktu sesuai ketentuan UU SPPA dalam 

proses hukum menunjukkan bahwa keberhasilan kinerja penanganan kasus 

ABH tidak hanya tergantung pada penyidik itu sendiri, namun juga mitra kerja 

terkait. Monika Online akan menjadi inovasi yang strategis dalam melakukan 

monitoring dan evaluasi penanganan ABH secara terpadu dengan cepat dan 

efektif agar prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak bisa tercapai dan 

kinerja POLRI dalam menangani ABH dapat optimal sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

viii   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah kasus yang 

paling banyak ditangani oleh subdit Renakta di Polda Metro Jaya. 

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

adalah : 

1. Pasal 1 ayat 1 Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai 

tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah 

menjalani pidana 

2. Pasal 1 ayat 2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan 

anak yang menjadi saksi tindak pidana 

3. Pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya 

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana 

4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh tindak pidana. 

5. Pasal 1 ayat 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya 

disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara 

pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

Pada tahun 2022 jumlah kasus ABH yang ditangani oleh Polda Metro 

Jaya jumlahnya semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas 

Tidak hanya sebagai korban, namun anak yang menjadi saksi maupun 

pelaku tindak pidana dan jumlah tersebut telah mencapai 1.450 anak dan 

ragam kejahatan yang dihadapi anak juga semakin kompleks, mulai dari 
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tindak pidana ringan hingga kejahatan keamanan negara. Hal ini mendorong 

pentingnya perhatian khusus untuk memprioritaskan penanganan kasus 

ABH yang diberlakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan 

UU RI No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA). 

Sebagai salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara, Sistem 

Peradilan Pidana Anak dibangun dengan tujuan khusus untuk menjamin 

kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya 

terkandung prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan aspek 

pemulihan, bukan pembalasan, pada anak yang berkonflik dengan hukum. 

Hal ini memberikan konsekwensi bagi POLRI sebagai ujung tombak 

penegakan hukum agar dapat menentukan langkah yang tepat untuk 

menetapkan status anak dan mengutakan rehabilitasi dan reintegrasi ABH 

dalam penyelesaian kasus. 

Tantangan terbesar yang dihadapi POLRI dalam penanganan kasus 

ABH adalah terbatasnya waktu untuk menentukan status anak, karena 

prinsip kepentingan terbaik untuk anak yang harus dikedepankan, apalagi 

untuk menentukan status dan melanjutkan semua tahap proses hukum ABH, 

POLRI diwajibkan untuk bekerjasama dengan banyak pihak, diantaranya PK 

Bapas, Pekerja Sosial, Penasehat Hukum, Pendamping Korban, psikolog, 

petugas kesehatan dan mitra kerja lainnya. Ini berarti bahwa kinerja 

penanganan kasus ABH membutuhkan penanganan yang terpadu dengan 

sistem monitoring dan evaluasi yang cepat dan efektif agar prinsip-prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak bisa tercapai dan kinerja POLRI dalam 

menangani ABH dapat optimal sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

B. TUJUAN  

Tujuan secara umum adalah Meningkatkan Kinerja Polda Metro Jaya 

dengan Mitra Kerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan 

Hukum Melalui Pelayanan Terpadu Berbasis Digital yang dirangkum dalam 

tiga tahap sebagai berikut: 

1. Tujuan Jangka Pendek  
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(a) Tercapainya komitmen antara anggota Tim dan mitra kerja terhadap 

pelaksanaan proyek perubahan 

(b) Tersedianya Sprin tentang penanganan kasus Anak Berhadapan 

dengan Hukum melalui pelayanan terpadu berbasis web 

(c) Pertukaran informasi dan data dengan stakeholder terkait 

(d) Terciptanya sistem monitoring dan evaluasi penanganan kasus ABH 

berbasis digital secara riil time. 

(e) Terlaksananya sosialisasi penggunaan sistem monitoring dan 

evaluasi pengananan ABH secara terpadu berbasis digital kepada 

para anggota dan mitra kerja 

(f) Pembinaan bagi anggota yang terlibat dalam implementasi sistem 

monitoring dan evaluasi penanganan ABH secara terpadu berbasis 

digital 

(g) Penanganan kasus sesuai mekanisme rujukan dan SOP 

penanganan ABH yang terintegrasi 

(h) Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan system monitoring 

dan evaluasi penanganan ABH berbasis digital  

(i) Penyusunan laporan proyek perubahan 

 

2. Tujuan Jangka Menengah 

(a) Evaluasi pelaksanaan proyek perubahan yang telah dilaksanakan 

pada tahap jangka pendek 

(b) Melakukan perbaikan hasil evaluasi tahap jangka pendek yang 

masih belum optimal 

3. Tujuan Jangka Panjang 

(a) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan 

yang telah dilakukan pada jangka pendek dan jangka menengah 

(b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem monitoring dan evaluasi 

penanganan kasus ABH berbasis digital yang dijalankan antara 

Polda Metro Jaya dan mitra kerja 
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C. MANFAAT 

Beberapa manfaat yang diasumsikan dapat hadir ketika proyek 

perubahan Meningkatkan Kinerja  Polda Metro Jaya dalam Penanganan 

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Penanganan Terpadu 

Berbasis Digital adalah sebagai berikut: 

1. Internal 

• Mendukung implementasi penanganan kasus anak berhadapan 

dengan hukum  berbasis digital  

• Memberikan kontribusi positif bagi tercapainya penanganan kasus anak 

berhadapan dengan hukum  bersama mitra kerja 

• Memberikan kemudahan bagi Polda Metro Jaya dan jaringan kerja 

dalam manajemen penyelesaian kasus anak berhadapan dengan 

hukum. 

 

2. Eksternal 

• Memberikan kemudahan dan percepatan mendapat respon pelayanan 

pengaduan kasus ABH kepada Polda Metro Jaya 

• Memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan 

memanfaatkan fasilitas sistem yang tersedia 

 

D. RUANG LINGKUP 

Penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani 

bersama UPTD PPPA, PK Bapas, Peksos, Penasehat  Hukum, Psikolog, 

RSUD, Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. 
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BAB II 

ANALISA MASALAH 

 

A. STRUKTUR ORGANISASI DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA 

 

STRUKTUR ORGANISASI SUBDIT RENAKTA DITRESKRIMUM POLDA 

METRO JAYA 
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1. Visi : 

Terwujudnya penegakan hukum yang professional, modern, humanis dan 

berkeadilan 

2. Misi : 

a. Mewujudkan kepastian hukum 

b. Menciptakan rasa keadilan dengan menjunjung tinggi HAM  

c. Penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 

3. Tugas dan Fungsi Organisasi 

a. Bertugas Management kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana umum yang terjadi diwilayah hukum Polda Metro Jaya 

yang berkaitan dengan kasus anak berhadapan dengan hukum; 

b. Management bidang administrasi kegiatan-kegiatan pemberkasan 

perkara dan proses penyelesaian berkas perkara sesuai dengan 

ketentuan administrasi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana 

umum; 

c. Penerapan management anggaran serta managemen penyidikan dan 

penyelidikan tindak pidana umum; 

d. Menyelenggaran, membina dan melaksanakan fungsi teknis 

keresersean yang termasuk dalam lingkup tugasnya, baik bersifat 

regional, terpusat pada tingkat daerah maupun dalama rangka 

mendukung tugas pada tingkat kewilayahan dilingkungan Polda Metro 

Jaya; 

e. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi teknis 

reserse umum dilingkungan Polda Metro Jaya. 

4. Tugas dan Fungsi Peserta 

a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan 

dengan remaja, anak dan wanita; 

b. Penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum 
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B. ANALISA MASALAH  

1. Identifikasi masalah 

Penanganan ABH tidak hanya memerlukan pendekatan khusus untuk 

kepentingan terbaik bagi anak oleh para penyidik, tetapi juga membutuhkan 

kolaborasi yang efektif dengan seluruh mitra kerja agar keadilan restoratif 

dapat tercapai. Hal ini mendorong pentingnya monitoring dan evaluasi agar 

penanganan kasus dapat berjalan efektif dan kinerja penanganan kasus ABH 

dapat terus ditingkatkan.  

Sesuai ketentuan UU SPPA, penyidik harus melibatkan mitra kerja, 

misalnya pekerja sosial untuk mendapatkan laporan sosial korban anak saat 

penyelidikan, kemudian PK Bapas untuk mendapatkan penelitian 

kemasyarakatan saat anak dalam proses penyidikan, demikian juga 

pendamping hukum dalam setiap tahap penanganan kasus. Dalam 

prakteknya, kolaborasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga 

semua produk yang dibutuhkan penyidik dalam berkas perkara ABH dari 

mitra kerja tidak dapat dipenuhi sesuai alokasi waktu yang telah ditentukan 

dalam UU SPPA dan peraturan turunannya. 

Analisa  SWOT  adalah salah satu model yang dapat  kita  artikan  

sebagai  sebuah teknik  perencanaan  strategi  maupun  penyelesaian  

masalah  yang  dapat  digunakan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dalam  hal  

ini  untuk  keperluan suatu proyek perubahan. Metode ini menekankan pada 

pentingnya peran faktor  internal  maupun  faktor  eksternal  guna  menyusun  

strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif.  

 

A. Strengths  atau  kekuatan,  yaitu  berkaitan  dengan  seberapa  jauh 

faktor  yang  menjadi  kekuatan  dalam  proyek  perubahan  yang 

sedang kita kerjakan 

B. Weaknesses atau kelemahan seberapa jauh faktor yang menjadi 

kelemahan dalam proyek perubahan yang sedang kita kerjakan 

C. Opportunities  atau  peluang  seberapa  jauh  faktor  yang  menjadi 

peluang dalam proyek perubahan yang sedang dilakukan 
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D. Threats  atau  ancaman  seberapa  jauh  faktor  yang  menjadi ancaman 

dalam proyek perubahan yang sedang  dilakukan. 

 

Dari  hasil  indentifikasi  faktor  Strengths  (kekuatan),  Weaknesses 

(kelemahan), Opportunities (peluang), Threats (ancaman) maka langkah 

berikutnya adalah menyusun upaya-upaya strategis yang menggambarkan 

bagaimana  kekuatan  dan  peluang  yang  dihadapi  oleh  institusi  dapat 

disesuaikan dengan aspirasi dan hasil yang optimal. 

 

 

Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 
 
 
 
 
 

Strength 

1. UU No.11 tahun 2012 tentang 

SPPA 

2. UU No 17 Tahun 2016 tentang 

Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak   

3. PP N0. 65 Tahun 2015 Tentang  

Diversi dan Penanganan Anak 

belum berumur 12 tahun 

4. Perpres No. 75 Tahun 2020 

Tentang Pelaksanaan Anak 

Korban dan Saksi 

5. PERKAP NO. 10 Tahun 2007  

Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelayanan Perempuan dan 

Anak (Unit PPA) di Lingkungan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

Weaknesses 

1. Belum ada program 

monitoring dan evaluasi 

penanganan kasus 

ABH yang terintegrasi 

2. Belum ada SOP 

terintegrasi 

3. Banyaknya jumlah 

kasus ABH 
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Berdasarkan  analisis  di  atas,    maka  perlu  dilakukan  proyek  perubahan  

berupa  Strategi  Optimalisasi  penanganan  kasus anak berhadapan dengan 

hukum. 

 

 

 
Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksternal 

6. PERKAP NO. 3 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Ruang 

Pelayanan Khusus (RPK )dan 

Tata Cara Pemeriksaan Saksi 

dan/atau Korban Tindak Pidana 

7. PERKAP NO. 22 Tahun 2010  
Tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pada Tingkat 

Kepolisian Daerah 

Opportunities 

1. Tuntutan 

pepeningkatan 

kinerja 

penanganan 

kasus ABH 

2. Perkembangan 

teknologi 

3. Optimalnya 

layanan kasus 

ABH 

SO 

Optimalnya monitoring dan 

evaluasi penanganan kasus ABH 

secara real time online 

WO 

1) Pembuatan program 

monitoring dan evaluasi 

berbasis digital 

2) Penyusunan SOP 

integrase bersama 

mitra kerja 

Threats 

Minimnya jumlah 

penyidik yang 

kompeten dan 

bersertifikat dalam 

SPPA 

ST 

Optimalkan kinerja penyidik dalam 

penanganan  kasus ABH 

WT 

1. pembuatan SOP 

integrase 

2. pembuatang Monika 

Online 
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2) Penentuan masalah organisasi 

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya selaku barometer 

dalam menjaga Keamanan, menciptakan rasa aman dan terwujudnya 

keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Subdit Renakta dalam menangani 

kasus remaja, anak dan wanita khusus unit PPA dalam menangani kasus 

anak berhadapan dengan hukum ( ABH ) dengan permasalahan kondisi saat 

ini : kinerja penyidik Subdit Renakta belum optimal dan kesulitan dalam 

memantau/monitoring penangan kasus sehingga diharapkan kinerja penyidik 

Subdit Renakta menjadi optimal dan dapat memantau penanganan kasus 

ABH secara berintegrasi. 

Anak yang berkonflik dengan hukum ( ABH ) merupakan anak yang 

disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang, meningkatnya 

konflik tersbut diperlukan penanganan yang optimal dan diperlukan 

monitoring secara berintegrasi. 

Permasalahan tindak pidana yang ditangani oleh Subdit Renakta sejumlah 

1.150 kasus. Adapun kasus anak yang berhadapan dengan hukum : 
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Tingginya kasus anak yang berhadapan dengan anak di Jajaran 

Ditreskrimum Subdit Renakta perlu dilakukan monitoring penanganan 

perkara secara terintegrasi. 

Fakta-fakta permasalahan dimana gap adalah permasalahan akibat kondisi 

saat ini sebagai berikut : 

 

NO KONDISI SAAT INI GAP 
KONDISI YANG 

DIHARAPKAN 

 

1. 

Belum terbangunnya sistem 

monitoring penangnan kasus 

ABH secara terintegrasi 

Belum terintegrasinya 

penanganan perkara 

ABH 

Terbangunnya sistem  

monitoring penanganan 

kasus ABH secara 

digital/terintegrasi 

 

2. 

 

Informasi penanganan 

perkara secara manual 

Sistem belum 

maksimal 

Informasi penanganan 

kasus ABH secara digital 

 

3. 

Belum adanya data yang 

tersaji dengan cepat utk 

memudahkan pimpinan dlm 

monitoring perkembangan 

penanganan perkara 

Penyajian data 

membutuhkan waktu 

Memudahkan pimpinan 

dalam monitoring 

penanganan perkara 

secara cepat dan 

terintegrasi 

 

3) Dasar Hukum 

Transformasi Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum 

Melalui Pelayanan Terpadu Berbasis Website dengan dasar hukum :   

1) PERKAP NO. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelyanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA)  di lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

2) PERKAP NO. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan 

Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak 

Pidana 

3) PERKAP NO. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah 

4) Output  

1) Pelayanan terpadu kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis 

digital Bersama mitra kerja. 



12 
 

2) Terlaksananya penyusun sprin pelayanan terpadu berbasis digital. 

3) Melaksanakan Sosialisasi penggunaan media digital pelayanan 

terpadu penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum. 

5. Outcome  

I. Terciptanya mekanisme monitoring dan evaluasi dalam kasus anak 

berhadapan dengan hukum yang optimal dan tranparan. 

Layanan lintas sektoral dan stakeholder berjalan  dengan cepat dan 

terpantau secara online sehingga proses penyelidikan dan penyidikan 

berjalan secara efektif dan efisien 
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BAB III 

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 

 

A. TEROBOSAN INOVATIF 

Inovasi yang di maksud adalah monitoring dan evaluasi kasus Anak 

Berhadapan dengan Hukum yang diinput dalam database berbasis website 

yang dapat menjadi : 

1) Nilai Tambah Bagi Organisasi  dan Stakeholder  

2) Sistem Kebaharuan 

3) Inovasi yang dapat direplikasi 

4) Sistem yang dapat diterapkan Secara Berkelanjutan 

Tapilan Fitur – Fitur dalam Inovasi layanan Anak Berhadapan dengan 

Hukum: 

I. WEB ABH ONLINE Monitoring Anak berhadapan dengan hukum 
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II. Administrasi Penyidikan 

Administrasi Penyidikan berfungsi menyeragamkan dokumen Penanganan 

Perkara Klik Administrasi Penyidikan->Pilih Dokumen->Contoh Pilihan 

Lampiran Panduan Riksa KDRT->Klik Aksi Download->Save->Dokumen 

berhasil terdownload 
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III. User Penyidik 

a. Penanganan Perkasa 

Klik Penanganan Perkasa->Tambah->Isi Data Kasus, Data Korban, 

Data Terlapor, Data Saksi->Klik Simpan 
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b. Penunjukan Layanan 

Klik Tambah->Isi data Penunjukan Layanan->Cari No LP->Isi Jenis 

Pelayanan->Isi Petugas Layanan sesuai dengan Jenis Pelayanannya-

>Klik Simpan. 
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c. Upload Dokumen Penunjukan Layanan 

Pilih No LP->Klik Aksi->Klik Edit->Upload Dokumen->Klik Simpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

d. Pemberitahuan Penunjukan Layanan Kepada Pelayanan By Email 

Server 

Pilih No LP->Klik Aksi->Edit->Kirim Email->Email sudah terkirim kepada 

stake holder 
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e. Upload Dokumen RTL Penangan Perkara 

Klik RTL Penanganan Perkara->Pilih No LP->Aksi Klik Edit->Upload 

Dokumen->Klik Simpan 
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f. Pemberitahuan RTL Penanganan Perkara Telah Dilakukan Kepada 

Kanit By Email Server 

Klik RTL Penanganan Perkara->Pilih No LP->Aksi Klik Edit->Klik Kirim 

Email-> Email sudah terkirim kepada Kanit 
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IV. User Pelayanan 

a. Pelaksanaan Pelayanan 

Klik Pelaksaan Pelayanan->Klik Tambah->Isi Data Pelaksanaan 

Pelayanan->Klik Simpan 
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b. Upload Dokumen Pelaksanan Pelayanan 

Pilih No LP->Klik Aksi->Edit->Upload Dokumen->Klik Simpan 
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c. Pemberitahuan Pelaksanaan Layanan Kepada Penyidik By Email 

Server 

Pilih No LP->Klik Aksi->Edit->Klik Kirim Email->Email sudah terkirim 

kepada Penyidik 
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V. User Kanit 

a. RTL Penanganan Perkara ( Rencana tindak lanjut ) 

Klik RTL Penanganan Perkara->Klik Tambah->Pilih No LP->Isi Data 

RTL Penanganan Perkasa->Klik Simpan 
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b. Pemberitahuan RTL Penanganan Perkara Kepada Penyidik By 

Email Server 

Pilih No LP->Klik Aksi->Edit->Klik Kirim Email-> Email sudah terkirim 

kepada Penyidik 
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VI.  User Kasubdit 

a. Detail Penanganan Perkara 

Berfungsi untuk melihat kasus sudah sampai mana Rencana tindak 

lanjutnya. 

b. Aksi Detail = Melihat detail kasus tanpa download berkas 

Klik Detail Penanganan Perkara->Pilih No LP->Aksi Detail->Detail 

Kasus 

 

c. Aksi Pdf = Mendownload detail kasus dengan format Pdf 

Klik Detail Penanganan Perkara->Pilih No LP->Aksi Pdf->Detail 

Kasus Pdf->Klik Save Pojok Kanan. 
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d. Timeline = Melihat proses kasus secara timeline 

Klik Detail Penanganan Perkara->Pilih No LP->Aksi Timeline 

 

 

e. Rekapitulasi Penanganan Perkara 

Klik Rekapitulasi Penanganan Perkara->Pilih Tahun->Klik Tampil 
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B. PENTAHAPAN DAN KEGIATAN 

Untuk menyelesaiakan permasalahan di atas pada rancangan proyek 

perubahan yang akan dilakukan beberapa Langkah-langkah torobasan di 

bawah ini dengan melalui: 

 Pentahapan rencana proyek perubahan 
 

1. Jangka Pendek 1-2 bulan 

NO TAHAPAN 
KEGIATAN 

WAKTU 
PELAKSAN

AAN 

OUTPUT 
EVIDENCE 

PENANGGU
NG JAWAB 

1 Penyampaian 
rencana proyek 
perubahan yang akan 
di laksanakan oleh 
Kasubdit Renakta 
Polda Metro Jaya ke 
tim efektif 

5 September 
2023 

Rancangan 
Proyek 
Perubahan 

Project 
Leader 

2 Pembahsan rencana 
kegiatan proyek 
perubahan 
peningkatan kinerja 
dalam penanganan 
kasus anak 
berhadapan dengan 
hukum berbasis web 
dengan stakeholder 

11 
September 
2023 

Rancangan 
Proyek 
Perubahan 

Project 
Leader 

3 Membentuk Tim 
Efektif 

14 
September 
2023 

Sprin Gas Project 
Leader 

4 Penyampaian design 
web ABH ke Kasubdit 
Renakta 

18 
September 

Design web Tim Efektif 

5 Sosialisasi Strategi 
Peningkatan Kinerja 
dalam penanganan 
Kasus Anak 
Berhadapan Dengan 
Hukum Berbasis 
Digital 

3 Oktober 
2023 

Sprint Tim 
Laporan 

Project 
Leader dan 
Tim Efektif 

6 Bimbingan teknis 
terhadap penyidik 
dalam rangka 
implementasi 
peningkatan kinerja 
dalam penanganan 

24 Oktober 
2023 

Sprin Gas 
Laporan 

Tim 
Programer 
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kasus anak 
berhadapan dengan 
hukum berbasis 
digital 

 

 

2. Jangka Menengah 6 bulan 

NO TAHAPAN 
KEGIATAN 

WAKTU 
PELAKSNAAN 

OUTPUT 
EVIDENCE 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1. Monitoring 
Sistem  

Mei 2024 Laporan 
Monitoring 

Project Leader 

2 Analisis Hasil 
Monitoring 

Juni 2024 Laporan 
Analisis Hasil 
Monitoring 

Project Leader 

 

3. Jangka Panjang 1-2 tahun 

NO TAHAPAN 
KEGIATAN 

WAKTU 
PELAKSANAAN 

OUTPUT 
EVIDENCE 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1. Monitoring 
Dan Evaluasi 
Sistem  

Nov 2024 Laporan Hasil 
Monitoring 
Dan Evaluasi 
Sistem 

 

2. Analisis Hasil  
Onitoring Dan 
Evaluasi 
Sistem 

Des 2024   

 

C. RENCANA STRATEGI MARKETING 

Rencana Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan 

dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik 

langkah – langkah marketing yaitu dengan menggunakan  4P1C (Product, 

Price, Place,  Promotion dan Customer) : 

1. Product : 

a. Web Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Polda 

Metro Jaya 

2. Price : 

Mengajukan  anggaran  pembuatan  Program sistem digitalisasi 

penanganan kasus ABH, sosialisasi program dan bimtek implementasi 

program  
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3. Place : Penyidik dan Mitra 

4. Promotion : Kegiatan promosi melalui : 

a. Koordinasi dengan mitra kerja untuk penanganan kasus yang 

ditangani 

b. Sosialisasi program  

c. Bimtek dan implementasi program 

5. Customer  

a. Penyidik  

b. UPTD PPA 

c. PK BAPAS 

d. PEKSOS 

e. PENDAMPING HUKUM 

f. RSUD 
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D. PEMETAAN STAKEHOLDER  

Pemetaan stake holders dan strategi komunikasi 

 

 STRATEGI KOMUNIKASI 

No Stakeholder Strategi 

Komunikasi 

Peran 

Internal 

1 Subdit renakta Laporan Arahan Penanganan 
Kasus 

Eksternal 

1 Dinsos Koordinasi Layanan Rumah Aman 

2 Dinkes/Rumah Sakit Koordinasi Rujukan Kesehatan 

3 UPTD Koordinasi Pendampingan 

4 Kanwil Hukum dan HAM Koordinasi Pendampingan PK 

5 Kemsos Koordinasi Layanan peksos 

 Pengaruh  

LATENS (+ -) 
(Pengaruh Besar 

Kepentingan Kecil) 

 PROMOTERS (+ +) 
(Pengaruh Besar Kepentingan Besar) 

1. PENASEHAT HUKUM 
 

 1. Gubernur DKI Jakarta 
2. Direskriumum 
3. Wakil Direskrimum 
4. Kemenkumham 
5. Kementerian Sosial 
6. Peradi 
7. UPT. PPPA 
8. PK Bapas 
9. Pekerja Sosial 
10. Dinas Sosial 
11. RSUD Tarakan 

  
 

Kepentingan 
 

APHATETICS (- -) 
(Pengaruh Kecil 

Kepentingan Kecil) 

 DEFENDERS (- +) 
(Pengaruh Kecil Kepentingan Besar) 

1. Masyarakat 
2. Media Massa 

 1. KPAI 
2. Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta 
3. Pos Pengaduan 
4. Staff Subdit Renakta 
5. Anggota Unit PPA 
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berbasis digital dengan tujuan : 

1. Inovasi sistem monitoring kasus anak berhadapan dengan hukum secara 

online yang pertama di Indonesia 

2. Standardisasi administrasi penyidikan dalam kasus anak berhadapan 

dengan hukum yang pertama di Indonesia 

3. Peningkatan monitoring penanganan kasus anak berhadapan dengan 

hukum secara riil time online bersama mitra kerja 

4. Evaluasi kinerja penyidik secara online secara berjenjang dengan lebih 

 

Monitoring Kasus Online adalah sistem monitoring dan evaluasi 

penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis digital yang 

berisi laporan penyidik terhadap perkembangan penanganan perkara ABH 

yang melibatkan mitra kerja terkait untuk memantau dokumen-dokumen dari 

mitra kerja penanganan ABH yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas 

perkara dengan pendekatan keadilan restorative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. BRANDING PROYEK PERUBAHAN 

Monitoring Kasus Online adalah sebuah sistem monitoring dan evaluasi 

efektif dan efisien 

5. Akan ditindak lanjuti untuk digunakan secara nasional dan 

persamaan persepsi untuk dokumenpenyidikan anak berhadapan 

dengan hukum 



37 
 

F. PEMBANGUNAN TIM EFEKTIF 

 

MODEL STRUKTUR RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. ANGGARAN 

 

H. STRATEGI PUBLIKASI 

Dalam melakukan publikasi publikasi makan dilakukan kegiatan berupa 

Sosialisasi web peanganan kasus anak berhadapan dengan hukum 

berbasis digital kepada penyidik dan mitra kerja terkait 

 

I. RENCANA MATA PELATIHAN 

1.  Kopentensi Seni Berkomunikasi 

2. Membangun Branding yang Berkelanjutan pada Organisai Pemerintah 

3. Membina Kerjadama Tim 

J. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

1. Target pengembangan kompetensi 

Adapun yang menjadi target pengembangan kompetensi adalah : 

a. Penyidik Renakta Polda Metro Jaya 

PROJECT SPONSOR/MENTOR 

Kombes. HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H. 
& 

AKBP. WIDIASTUTI CHASANAH PUTRI, S.H. 

COACH 

Drs. DESI FERNANDA, M.Soc., SC. 

PROJECT LEADER 

AKBP. EVI PAGARI, A.Md., S.H. 

TIM DOKUMENTASI 
& 

ADMINISTRASI 
 

TIM TEKNIS / SYSTEM 

APLIKASI 

TIM SOSIALISASI 

Sumber Pembiayaan Proyek Perubahan ini adalah dari NON DIPA 

POLRI
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b. Mitra kerja layanan penanganan  kasus anak berhadapan dengan 

hukum (UPT. PPPA, Bapas, RSUD, Dinas Sosial, Rumah Aman) 

2. Strategi Pengembangan Kompetensi  

a. Sosialisasi  

Sosialisasi merupakan sarana untuk memberitahukan kepada 

pengguna baik penyidik maupun mitra kerja dalam penggunaan web 

penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum 

b. Bimbingan Teknis 

Bimbingan Teknis dilakukan terhadap penyidik Renakta Polda Metro 

Jaya dn mitra kerja dalam penggunaan web penanganan kasus anak 

berhadapan dengan hukum 

3. Tutorial 

Tutorial adalah strategi yang digunakan untuk mempermudah para 

penyidik dan mitra kerja dalam memahami dan menggunakan web 

penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum di polda metro jaya  

K. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN PERILAKU 

KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN 

POTENSI DIRI 

 Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir peserta atau 

mentor dan rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan 

pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan – kegiatan yang terukur 

pada saat melaksanakan aksi perubahan dengan bimbingan dan 

pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku 

dalam jabatan pimpinan pengawas. 

 

PENUTUP 

Demikian Proyek Perubahan dengan tema Strategi Peningkatan Kinerja 

dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum  Berbasis Digital. 
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MODUL MATA PELATIHAN PILIHAN 

 

1. MENGUASAI SENI BERKOMUNIKASI DALAM HUBUNGAN KERJA  

 

 

 



40 
 

2. MEMBANGUN BRANDING YANG BERKELANJUTAN PADA ORGANISASI 

PEMERINTAH  
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3. MEMBINA KERJA SAMA TIM 

 

 

































 

 

 

 

PENYAMPAIAN RENCANA PROYEK PERUBAHAN YANG AKAN DI 

LAKSANAKAN OLEH KASUBDIT RENAKTA POLDA METRO JAYA 

KE TIM EFEKTIF 

WAKTU PELAKSANAAN  : SELASA 5 SEPTEMBER 2023 

TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG RAPAT UPPA POLDA METRO JAYA 

LAPORAN KEGIATAN : 



Laporan Kegiatan tata kelola pemetaan Sumber daya manusia 

 

Kepada Yth : Dirreskrimum Polda Metro Jaya 

Dari              : Kasubdit Renakta  

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb  

Selamat  Sore Komandan, mohon ijin melaporkan 

kegiatan sbb :  

 Kegiatan.           : Penyusunan Rencana Pembuatan Proyek Perubahan 

 Penyelenggara : Subdit Renakta Polda Metro Jaya 

 

Project Leader :  

AKBP EVI PAGARI, A.Md., S.H 

 

Materi : aspek-aspek Sumber daya manusia (meliputi, aspek kompetensi, motivasi, loyalitas dan     

               disiplin kerja) 

 

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 5 September 2023 

Tempat : Ruang Rapat UPPA Polda Metro Jaya 

 

Susunan Acara: 

- Paparan Materi 

- Diskusi  

- Penutup 

 

Demikian Komandan, dilaporkan, kegiatan berjalan lancar dan kondusif.tksh. 

Wassalamu'alaikum wr wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMEN KEGIATAN 

 

 



 

 



 

 

 

 

LAPORAN KEGIATAN : 

PEMBAHASAN RENCANA KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN 

PENINGKATAN KINERJA DALAM PENANGANAN KASUS ANAK 

BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS WEB DENGAN 

STAKEHOLDER 

 

WAKTU PELAKSANAAN  : SELASA 11 SEPTEMBER 2023 

TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG RAPAT KASUBDIT RENAKTA POLDA  

  METRO JAYA 



Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder 

 

Kepada Yth : Dirreskrimum Polda Metro Jaya 

Dari              : Kasubdit Renakta  

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb  

Selamat  Sore Komandan, mohon ijin melaporkan 

kegiatan sbb :  

 Kegiatan.           : pembahasan Rencana kegiatan Proyek Perubahan 

 Penyelenggara : Subdit Renakta Polda Metro Jaya 

 

Pemateri :  

AKBP EVI PAGARI, A.Md., S.H 

 

Materi :  

- Rencana Kegiatan Proyek Perubahan peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak yang 

berhadapan dengan hukum berbasis digital 

 

Waktu Pelaksanaan : Senin, 11 September 2023 

Tempat : Ruang Kasubdit Renakta 

Susunan Acara:  

- Pembukaan 

- Paparan materi  

- Diskusi  

- Tutup 

Peserta  :  

7 Peserta 

Demikian Komandan, dilaporkan, kegiatan berjalan lancar dan kondusif.tksh. 

Wassalamu'alaikum wr wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMEN KEGIATAN 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

SURAT PERINTAH 

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF 

PROYEK PERUBAHAN 









 

 

 

 

LAPORAN KEGIATAN : 

PENYAMPAIAN DESIGN WEB ABH KE KASUBDIT RENAKTA 

 

WAKTU PELAKSANAAN  : SELASA 18 SEPTEMBER 2023 

TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG RAPAT KASUBDIT RENAKTA POLDA  

  METRO JAYA 



18 September 2023 

Penyampaian design web ABH Online Ke Kasubdit Renakta 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

LAPORAN KEGIATAN : 

SOSIALISASI STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DALAM 

PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 

BERBASIS DIGITAL 

WAKTU PELAKSANAAN  : SELASA 18 SEPTEMBER 2023 

TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG RAPAT KASUBDIT RENAKTA POLDA  

  METRO JAYA 



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA 
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM 
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190 

 

Jakarta,     27      September 2023 

Kepada 
 

    Yth. DAFTAR UNDANGAN TERLAMPIR 
 

di 
 

Jakarta 

 

 

  

Nomor    : B / 45967 /IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimum 

Klasifikasi: Biasa 

Lampiran : - 

Hal    : Sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja dalam  

     Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan  

     Hukum Berbasis Digital 

 

 

 

          

1.  Rujukan: 
  a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

b. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi 
Negara Republik Indonesia Nomor: 7729/D.4/PDP.07.1 tanggal 21 Desember 2022 perihal 
Kalender Pelatihan Tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan 
Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan 
Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara serta Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil 
Negara Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat 
II Tahun Anggaran 2023; 

c. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi 
Negara Republik Indonesia Nomor: 4639/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal Hasil 
Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
(PKN) Tingkat II Tahun 2023; 

d. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi 
Negara Republik Indonesia Nomor: 4645/D.4/PDP/.07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal 
pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 
Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri; 

e. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 
Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023; 

f. Surat Perintah Nomor: Sprint/2680/IX/KEP./2023 tanggal 16 September 2023 perihal tim 
kerja Proyek Perubahan bersama Stakeholder terkait Stategi Peningkatan Kinerja dalam 
Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital. 
 

2. 
 

 Sehubungan dengan rujukan di atas, dimohon kepada Bapak/Ibu bekenan hadir untuk mengikuti 
kegiatan Sosialisasi “Strategi Peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan 
dengan Hukum Berbasis Digital” yang akan dilaksanakan pada: 
 
Hari/Tanggal  : Selasa, 3 Oktober 2023; 
Pukul              : 09.00 WIB s.d Selesai; 
Tempat           : Ruang Himalaya Swiss-Belhotel; 
Pakaian          : Yang berlaku pada hari itu. 
 
 
 
 
 

3. Demikian ….. 



 
 
 
 
 
 
 
 

3  Demikian untuk menjadi maklum. 
  
 

 
 
 
 
 
Tembusan: 
 
1. Dirreskrimum Polda Metro Jaya. 
2. Wadirreskrimum Polda Metro Jaya. 
3. Kabag Binopsnal Direskrimum PMJ. 

 

 
          a.n DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA 

KASUBDIT RENAKTA 
 

 
 
 

 EVI PAGARI, A.Md., S.H 
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2  SURAT DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA 

         NOMOR   : B/  45967 /IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimum 

         TANGGAL:     27   SEPTEMBER 2023 



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA 
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM 

Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190 

 

 

 

 

                LAMPIRAN  SURAT DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA 

  NOMOR       : B/  45967 /XI/RES.1.24./2023/DITRESKRIMUM 

  TANGGAL   :      27   November 2023 

 

DAFTAR UNDANGAN 

1. KEPALA UNIT 1  

2. KEPALA UNIT 2  

3. KEPALA UNIT 3  

4. KEPALA UNIT 4   

5. KEPALA UNIT 5  

6. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO JAKARTA TIMUR 

7. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO JAKARTA PUSAT 

8. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO JAKARTA SELATAN 

9. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO JAKARTA UTARA 

10. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO JAKARTA BARAT 

11. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO BEKASI 

12. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO BEKASI KOTA 

13. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO TANGERANG SELATAN 

14. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO TANGERANG KOTA 

15. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO DEPOK  

16. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO BANDARA SOETTA 

17. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO KEPULAUAN SERIBU 

18. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO PELABUHAN TANJUNG PRIOK 

19. KEPALA BAPAS JAKARTA SELATA 

20. KEPALA BAPAS JAKARTA TIMUR 

21. KEPALA BAPAS JAKARTA BARAT 

22. KEPALA BAPAS JAKARTA PUSAT 

23. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA 

24. KEPALA UPT PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI DKI JAKARTA 

25. KEPALA PANTI SOSIAL BAKTI KASIH PROVINSI DKI JAKARTA 

26. DIREKTUR RSUD TARAKAN PROVINSI DKI JAKARTA 

27. YAYASAN IPAS 

28. CIRLE INDONESIA 

 

 

a.n DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA 

    KASUBDIT RENAKTA 

 

 
             EVI PAGARI, A.Md., S.H 

     AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721 

 



NOTULENSI 

 

Kepada: 

Yth. Direktur Reserse Kriminal Umum 

 

Dari: 

Kasubdit Renakta 

  

Perihal:  

Sosialisasi Strategi peningkatan kinerja dalam penanganan kasus Anak Berhadapan 

dengan Hukum berbasis Digital 

 

Waktu Dan Tempat: 

Hari/Tgl : Selasa, 3 Oktober 2023; 

Waktu    : Pukul 09.00 wib s/d selesai; 

Tempat  : Himalaya Swiss bel bogor 

 

Anggota pelaksana: 

1. Kepala Unit 1  

2. Kepala Unit 2  

3. Kepala Unit 3  

4. Kepala Unit 4  

5. Kepala Unit 5  

6. Kepala Bapas Jakarta Selata 

7. Kepala Bapas Jakarta Timur 

8. Kepala Bapas Jakarta Barat 

9. Kepala Bapas Jakarta Pusat 

10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Dki Jakarta 

11. Kepala Upt Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi DKI Jakarta 

12. Kepala Panti Sosial Bakti Kasih Provinsi DKI Jakarta 

13. Direktur Rsud Tarakan Provinsi DKI Jakarta 

14. Yayasan Ipas  

15. Cirle Indonesia 

 



Kegiatan : 

Telah dilakukan sosialisasi Strategi peningkatan kinerja dalam penanganan kasus 

Anak Berhadapan dengan Hukum berbasis Digital 

 

Hasil:  

Pembukaan : 

- Kegiatan dibuka oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya  

- Menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi  

 

Pemateri : 

- Menyampaikan design web yang akan di gunakan dalam peningkatan kinerja 

dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis digital 

- Penyampaian persepsi tentang ABH Oline  

- Diskusi tentang isian yang akan dimasukan dalam web ABH Online 

 

Penutup 

Kegiatan ditutup oleh Kasubdit renakta dengan adanya beberapa catatan 

diantara nya : 

- Tentang perbaikan web design 

- Penyampaian kegiatan berikutnya untuk bimbingan teknis (rencana tindak 

lanjut) 

 

Bogor, 3 Oktober 2023 

Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya 

 

 

AKBP Evi Pagari, A.Md, SH 



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja dalam penanganan Kasus 

Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital 
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1. Umum 

a. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah kasus yang paling banyak 

ditangani oleh subdit Renakta di Polda Metro Jaya 

b. Pada tahun 2022 jumlah kasus ABH yang ditangani oleh Polda Metro Jaya 

jumlahnya semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas Tidak 

hanya sebagai korban, namun anak yang menjadi saksi maupun pelaku tindak 

pidana dan jumlah tersebut telah mencapai 1.450 anak dan ragam kejahatan yang 

dihadapi anak juga semakin kompleks, mulai dari tindak pidana ringan hingga 

kejahatan keamanan negara. Hal ini mendorong pentingnya perhatian khusus 

untuk memprioritaskan penanganan kasus ABH yang diberlakukan dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA). 

c. Belum ada program monitoring dan evaluasi penanganan kasus ABH yang 

terintegrasi 

 

2. Dasar 

a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

b. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 7729/D.4/PDP.07.1 Taggal 21 

Desember 2022 Perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 Pada Pusat 

Pengembangan Kompetesi Kepemimpinan Nasional dan Managerial Aparatur 

Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur 

Sispil Negara Serta Pusat Pengembangan Kader Apartur Sipil Negara 

Penyelenggraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 

Tingkat II Tahun Anggaran 2023 

c. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesi Nomor : 4639/D.4/PDP/0701 Tanggal 21 

Juli 2023 Perihal Hasil Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta 

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Thun 2023 

d. Surt Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 4645/D.4/PDP/.0701.01 

Tanggal 21 Juli 2023 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan 

Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan 

Andiministrasi Lemdiklat Polri  

e. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 

Sprin/2023?VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan 



Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 

2023 

 

3. Maksud dan Tujuan 

a. Melakukan sosialisasi terhadap penyidik dan mitra kerja tentang Strategi 

Peningkatan Kinerja dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum 

Berbasis Digital  

b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem monitoring dan evaluasi 

penanganan kasus ABH berbasis digital yang dijalankan antara Polda Metro Jaya 

dan mitra kerja 

 

4. Ruang Lingkup 

Penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani bersama 

UPTD PPPA, PK Bapas, Peksos, Penasehat  Hukum, Psikolog, RSUD, Dinas Sosial 

dan Kementerian Sosial. 

 

II. PELAKSANAAN 

 

1. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja 

dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital : 

 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 3 Oktober 2023 

Pukul  : 09.00 s.d selesai 

Tempat : Swissbel Hotel 

 

2. Peserta : 22 orang  

- Kanit di jajaran Renakta Polda Metro Jaya 

- Kanit PPA Polres wilayah Hukum Polda Mtro Jaya 

- Mitra Kerja  

 

3. Acara 

a. Laporan Penyelenggaraan sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja dalam 

penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital  

oleh Kepala Unit PPA Polda Metro Jaya 

b. Sambutan pembukaan sekaligus penyampaian maksud dan tujuan kegiatan oleh 

Kasubdit Renakta AKBP. Evi Pagari, A.Md., SH 

c. Penutup 

 

III. HASIL YANG DICAPAI 

a. Mendukung  implementasi  penanganan  kasus  anak  berhadapan dengan hukum  

berbasis digital 

b. Memberikan kemudahan dan percepatan mendapat respon pelayanan pengaduan 

kasus ABH kepada Polda Metro Jaya 



c. Memberikan  kemudahan  dalam  mengakses  informasi  dan memanfaatkan 

fasilitas sistem yang tersedia   

 

IV. HAMBATAN 

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Strategi Peningkatan 

Kinerja dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis 

Digital  

 

V. PENUTUP 

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja 

dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital 

 

VI. DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

Pembukaan sekaligus penyampaian maksud dan tujuan oleh Kasubdit Renakta Polda 

Metro Jaya AKBP. Evi Pagari, A.Md., SH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta Kegiatan sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja dalam penanganan Kasus 

Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital 







 

 

 

 

LAPORAN KEGIATAN : 

BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP PENYIDIK 

DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PENINGKATAN KINERJA UNTUK 

PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 

BERBASIS DIGITAL 

 

 WAKTU PELAKSANAAN  : SELASA 24 OKTOBER 2023 

TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG HIMALAYA SWISSBEL HOTEL 

 



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA 
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM 
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190 

 

Jakarta,      17   Oktober 2023 

Kepada 
 

    Yth. DAFTAR UNDANGAN TERLAMPIR 
 

di 
 

Jakarta 

 

 

  

Nomor    : B /   14019  /X/RES.1.24/2023/Ditreskrimum 

Klasifikasi: Biasa 

Lampiran : - 

Hal    : Bimbingan Teknis Strategi Peningkatan Kinerja 

     dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan 

     dengan Hukum Berbasis Digital 

 

 

 

          

1.  Rujukan: 
  a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

b. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi 
Negara Republik Indonesia Nomor: 7729/D.4/PDP.07.1 tanggal 21 Desember 2022 perihal 
Kalender Pelatihan Tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan 
Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan 
Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara serta Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil 
Negara Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat 
II Tahun Anggaran 2023; 

c. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi 
Negara Republik Indonesia Nomor: 4639/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal Hasil 
Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
(PKN) Tingkat II Tahun 2023; 

d. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi 
Negara Republik Indonesia Nomor: 4645/D.4/PDP/.07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal 
pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 
Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri; 

e. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 
Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023; 

f. Surat Perintah Nomor: Sprint/2680/IX/KEP./2023 tanggal 16 September 2023 perihal tim 
kerja Proyek Perubahan bersama Stakeholder terkait Stategi Peningkatan Kinerja dalam 
Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital. 
 

2. 
 

 Sehubungan dengan rujukan di atas, dimohon kepada Bapak/Ibu bekenan hadir untuk mengikuti 
kegiatan Bimbingan Teknis “Strategi Peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak 
Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital” yang akan dilaksanakan pada: 
 
Hari/Tanggal  : Selasa, 24 Oktober 2023; 
Pukul              : 09.00 WIB s.d Selesai; 
Tempat           : Swiss-Belhotel; 
Pakaian          : Yang berlaku pada hari itu. 
 
 
 
 
 

3. Demikian ….. 



 
 
 
 
 
 

3  Demikian untuk menjadi maklum. 
  
 

 
 
 
 
 
Tembusan: 
 
1. Dirreskrimum Polda Metro Jaya. 
2. Wadirreskrimum Polda Metro Jaya. 
3. Kabag Binopsnal Direskrimum PMJ. 

 

 
          a.n DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA 

KASUBDIT RENAKTA 
 

 
 
 

 EVI PAGARI, A.Md., S.H 
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2  SURAT DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA 

         NOMOR   : B/  14019 /X/RES.1.24/2023/Ditreskrimum 

         TANGGAL:     17   OKTOBER 2023 



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA 
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM 

Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190 

 

 

 

 

                LAMPIRAN  SURAT DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA 

  NOMOR       : B/  14019  /X/RES.1.24./2023/DITRESKRIMUM 

  TANGGAL   :   17   OKTOBER 2023 

 

DAFTAR UNDANGAN 

1. KEPALA UNIT 1  

2. KEPALA UNIT 2  

3. KEPALA UNIT 3  

4. KEPALA UNIT 4  

5. KEPALA UNIT 5  

6. KEPALA BAPAS JAKARTA SELATA 

7. KEPALA BAPAS JAKARTA TIMUR 

8. KEPALA BAPAS JAKARTA BARAT 

9. KEPALA BAPAS JAKARTA PUSAT 

10. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA 

11. KEPALA UPT PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI DKI JAKARTA 

12. KEPALA PANTI SOSIAL BAKTI KASIH PROVINSI DKI JAKARTA 

13. DIREKTUR RSUD TARAKAN PROVINSI DKI JAKARTA 

14. YAYASAN IPAS  

15. CIRLE INDONESIA 

 

 

 

a.n DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA 

    KASUBDIT RENAKTA 

 

 
             EVI PAGARI, A.Md., S.H 

     AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721 

 







NOTULENSI 

 

Kepada: 

Yth. Direktur Reserse Kriminal Umum 

 

Dari: 

Kasubdit Renakta 

  

Perihal:  

Bimbingan Teknis Strategi peningkatan kinerja dalam penanganan kasus Anak 

Berhadapan dengan Hukum berbasis Digital 

 

Waktu Dan Tempat: 

Hari/Tgl : Selasa, 24 Oktober 2023; 

Waktu    : Pukul 09.00 wib s/d selesai; 

Tempat  : Himalaya Swiss bel bogor 

 

Anggota pelaksana: 

1. Kepala Unit 1  

2. Kepala Unit 2  

3. Kepala Unit 3  

4. Kepala Unit 4  

5. Kepala Unit 5  

6. Kepala Bapas Jakarta Selata 

7. Kepala Bapas Jakarta Timur 

8. Kepala Bapas Jakarta Barat 

9. Kepala Bapas Jakarta Pusat 

10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Dki Jakarta 

11. Kepala Upt Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi DKI Jakarta 

12. Kepala Panti Sosial Bakti Kasih Provinsi DKI Jakarta 

13. Direktur Rsud Tarakan Provinsi DKI Jakarta 

14. Yayasan Ipas  

15. Cirle Indonesia 

 



Kegiatan : 

Bimbingan Teknis Strategi peningkatan kinerja dalam penanganan kasus Anak 

Berhadapan dengan Hukum berbasis Digital 

 

Hasil:  

Pembukaan : 

- Kegiatan dibuka oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya  

- Menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis 

Strategi peningkatan kinerja dalam penanganan kasus Anak Berhadapan 

dengan Hukum berbasis Digital. 

 

Pemateri : 

- Menyampaikan design web yang sudah direvisi dan akan di gunakan dalam 

peningkatan kinerja dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan 

hukum berbasis digital 

- Penyampaian format form administrasi penyidikan untuk penanganan kasus 

Anak Berhadapan dengan Hukum 

-  Penyampaian Panduan untuk penanganan kasus Anak Berhadapan dengan 

Hukum 

- Simulasi penggunaan WEB ABH Online oleh penyidik dan mitra kerja 

 

Penutup 

Kegiatan ditutup oleh Kasubdit renakta dengan harapan semua penyidik dan 

mitra kerja memahami cara menggunakan WEB ABH Online 

 

Bogor, 24 Oktober 2023 

Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya 

 

 

AKBP Evi Pagari, A.Md, SH 



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP PENYIDIK DALAM RANGKA 
IMPLEMENTASI PENINGKATAN KINERJA DALAM PENANGANAN KASUS 

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS DIGITAL 
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1. Umum 

a. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah kasus yang paling 

banyak ditangani oleh subdit Renakta di Polda Metro Jaya 

b. Pada tahun 2022 jumlah kasus ABH yang ditangani oleh Polda Metro Jaya 

jumlahnya semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas 

Tidak hanya sebagai korban, namun anak yang menjadi saksi maupun 

pelaku tindak pidana dan jumlah tersebut telah mencapai 1.450 anak dan 

ragam kejahatan yang dihadapi anak juga semakin kompleks, mulai dari 

tindak pidana ringan hingga kejahatan keamanan negara. Hal ini 

mendorong pentingnya perhatian khusus untuk memprioritaskan 

penanganan kasus ABH yang diberlakukan dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA). 

c. Belum ada program monitoring dan evaluasi penanganan kasus ABH 
yang terintegrasi 

 

2. Dasar 

a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

b. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 

7729/D.4/PDP.07.1 Taggal 21 Desember 2022 Perihal Kalender Pelatihan 

Tahun 2023 Pada Pusat Pengembangan Kompetesi Kepemimpinan 

Nasional dan Managerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan 

Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sispil Negara Serta Pusat 

Pengembangan Kader Apartur Sipil Negara Penyelenggraan Seleksi Peserta 

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2023 

c. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesi Nomor : 

4639/D.4/PDP/0701 Tanggal 21 Juli 2023 Perihal Hasil Penetapan 

Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional 

(PKN) Tingkat II Thun 2023 

d. Surt Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 

4645/D.4/PDP/.0701.01 Tanggal 21 Juli 2023 Perihal Pemanggilan Peserta 



Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 

Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Andiministrasi Lemdiklat Polri  

e. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 

Sprin/2023?VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti 

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 

Anggaran 2023 

 

3. Maksud dan Tujuan 

a. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang 

telah dilakukan pada jangka pendek dan jangka menengah 

b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem monitoring dan evaluasi 

penanganan kasus ABH berbasis digital yang dijalankan antara Polda 

Metro Jaya dan mitra kerja 

 

4. Ruang Lingkup 

Penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani 

bersama UPTD PPPA, PK Bapas, Peksos, Penasehat  Hukum, Psikolog, RSUD, 

Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. 

 

II. PELAKSANAAN 

 

1. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Terhadap 

Penyidik dalam Rangka Implementasi Peningkatan Kinerja dalam Penanganan 

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital  : 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 24 Oktober 2023 

Pukul  : 08.00 s.d selesai 

Tempat : Swissbel Hotel Bogor 

 

2. Peserta : 22 orang  

- Kanit di jajaran Renakta Polda Metro Jaya 

- Kanit PPA Polres wilayah Hukum Polda Mtro Jaya 

- Mitra Kerja  

3. Acara 

a. Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis oleh Kepala Unit PPA Polda 

Metro Jaya 

b. Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Kepala Kasubdit Renakta 

AKBP. Evi Pagari, A.Md., SH 

c. Paparan Program (web abh online) oleh Tim Programer  

d. Diskusi dan tanya jawab 

e. Penutup 

 



III. HASIL YANG DICAPAI 

a. Menyampaikan informasi penanganan kasus ABH secara digital 

b. Terbangunnya sistem  monitoring penanganan kasus ABH secara 

digital/terintegrasi 

 

IV. HAMBATAN 

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Launching Buku 

Panduan dan Bimbingan Teknis SOP Penanganan Kasus Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak 

 

V. PENUTUP 

Demikian laporan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Terhadap 
Penyidik dalam Rangka Implementasi Peningkatan Kinerja dalam 
Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital 
 

VI. DOKUMENTASI 

 

 
 

 

 
Pembukaan oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP. Evi Pagari, A.Md., SH 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Penyampaian Materi Web Abh Online oleh Tim Programer 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diskusi peserta dengan Tim Programer untuk input data 

 
 
 
 
 

 

Foto Bersama Peserta Kegiatan 
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LAPORAN KEGIATAN : 

RAPAT PEMBAHASAN DENGAN STAKE HOLDER TERKAIT 

PEREMPUAN DAN ANAK 

 

 WAKTU PELAKSANAAN  : RABU, 8 NOVEMBER  2023 

TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG PRONOTO LANTAI 2 GEDUNG BIRO  

  OPERASI POLDA METRO JAYA 

 



    POLRI DAERAH METRO JAYA 

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM 

  Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190 

 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  

RAPAT PEMBAHASAN KERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER 

DI POLDA METRO JAYA 

 

I. PENDAHULUAN  

1. Umum 

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk 

dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, 

anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin 

hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas 

pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi ,oleh karena itu kepentingan terbaik bagi 

anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat 

manusia. 

Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya 

mengemukakan prinsip - prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, 2 

kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta 

menghargai partisipasi anak. 

Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Polda Metro Jaya Pada Tahun 2020 

terdapat 50 korban tindak kekerasan yang dialami anak-anak dengan berbagai tindak 

pidana dari pornografi, pencambulan, pemerkosaan dan TPPO, maka dari itu Polda 

Metro Jaya dengan bekerja sama dengan seluruh polres jajaran Polda Metro Jaya (13 

Polres) secara optimal, Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani di Unit PPA 

Polda Metro Jaya beserta polres dan polsek jajaran jumlahnya terus meningkat dan 

membutuhkan penanganan terpadu dengan mitra kerja untuk kelancaran proses 

penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan 

terhadap korban. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya 

mengalami trauma sehingga membutuhkan pendampingan selama proses hukum dan 

pemeriksaan psikologis agar pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti untuk 

kelengkapan berkas perkara dapat disediakan secara cepat dan akurat.  

 

 

 



 

 

 

 

Unit PPA berkewajiban untuk bekerjasama dengan mitra kerja terkait untuk memenuhi 

kebutuhan korban sesuai hak-hak yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan, seperti hak untuk mendapatkan pemulihan kesehatan, pelayanan informasi, 

layanan pengaduan, pendampingan di semua tahap proses hukum, pelayanan 

kesehatan, konseling, perlindungan dalam rumah aman dan pemberdayaan untuk 

pemulihan kembali pada keadaan semula. 

 

II. PELAKSANAAN 

1. Waktu dan tempat pelaksanaan : 

Hari  : Senin 

Tanggal : 8 November 2023 

Pukul  : 10.00 Wib s/d Selesai 

Tempat : Ruang Pranoto Lt.2 Gedung Biro Operasi Polda Metro Jaya 

2. Peserta : - 24 Peserta terdiri dari : 

-  20  Peserta Personil Polda Metro Jaya 

-  4  Peserta Personil Tim WCR 

3. Acara  : a. Pembukaan dari Kabag Kerma 

  b. Sambutan/ Arahan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya 

  c. Paparan materi dari Tim WCR 

  d. Diskusi  

  e.  Kesimpulan dan Penutup 

III. HASIL YANG DICAPAI 

Dalam kegiatan ini Peserta mendapatkan pemahaman tentang rapat pembahasan kerja 

sama dengan Stakeholder yaitu meliputi : 

1. Memberikan penjelasan tentang kerjasama yang akan dilakukan; 

2. Memahami langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya; 

3. Mempermudah koordinasi dengan instansi lain untuk menjangkau korban. 

 

 



 

 

 

IV. HAMBATAN 

Tidak ada Hambatan dalam pelaksanaan Pelatihan dalam mengoprasikan system ini. 

Untuk memastikan bahwa penyidik bisa melayani dan mengoprasikan aplikasi ini maka 

harus dilakukan penyujian secara ketat dan dilaksanakan oleh petugas yang memiliki 

kopetensi dibidang tersebut. 

2. Dasar : 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); dan 

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dalam pelatihan ini diharapkan mampu mempermudah dalam 

menangani dan memproses pengaduan dari masyarakat tentang Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak di institusi kepolisian disetiap daerah dengan menyesuaikan isi 

dan cakupan dengan konteks daerah, kebijakan daerah dan sumber daya daerah agar 

dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dengan mengutamakan keselamatan  

petugas lembaga layanan dan pelapor. Secara umum tujuan pelatihan ini adalah 

memahami pola pengaduan yang dibutuhkan masyarakat dan untuk mempermudah 

masyarakat dalam mengadukan dan/atau melaporkan bila melihat dan atau mengalami 

tindak kekerasan. 

4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari Kegiatan pelatihan adalah meliputi paparan materi, diskusi, 

kesimpulan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Tata Urut 

I. PENDAHULUAN  

II. PELAKSANAAN 

III. HASIL YANG DICAPAI 

IV. HAMBATAN  

V. PENUTUP 

V. PENUTUP 

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan rapat kerja dibuat, Sebagai bahan pertimbangan 

pimpinan 

 

 

        Jakarta,     November 2023 

            Mengetahui, 

  KASUBDIT RENAKTA               Yang Membuat Laporan 

                  KANIT II / PPA 

 

 

               

          EVI PAGARI, A.Md., S.H                       ENDANG SRI LESTARI, S.H., M.Si 

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721       KOMISARIS POLISI NRP 67120408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT 

PEMBAHASAN DENGAN STAKEHOLDER  

DI POLDA METRO JAYA 

SAMBUTAN/ARAHAN KASUBBAG KAMNAKER 

POLDA METRO JAYA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMBUTAN DARI KASUBDIT 

RENAKTA 

 

RUANG DISKUSI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG DISKUSI 

 



 

 

 

 

LAPORAN KEGIATAN : 

RAPAT KONSULTASI TENTANG PENANGANAN ANAK YANG 

BELUM BERUMUR 12 TAHUN 

 

 WAKTU PELAKSANAAN  : SENIN, 13 NOVEMBER  2023 

TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG RAPAT PPA POLDA METRO JAYA 

 



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA   
     DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM 
      Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190 
 

 
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KONSULTASI  

TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN 
PADA TANGGAL 13 NOVEMBER 2023 

DI RUANG RAPAT UPPA POLDA METRO JAYA 
 
 
  I.    PENDAHULUAN 
 
       1.  Umum  
 

a. Kompleksitas masalah yang terjadi di wilayah DKI Jakarta sebagai kota yang padat penduduk di 

Indonesia telah memicu tingginya kasus kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini. Hal yang paling 

memprihatinkan adalah kasus yang mengalami peningkatan tajam di Jakarta, dalam hal ini  kasus 

kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan itu sendiri, 

terutama kekerasan seksual. Sebagai kota metropolitan yang paling cepat terdampak globalisasi, 

DKI Jakarta akhirnya menjadi wilayah yang paling rawan terjadinya kekerasan terhadap anak. 

Baru-baru ini kasus-kasus anak yang ditangani oleh kepolisian menunjukkan perkembangan yang 

signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan kasus kejahatan yang diproses 

hukum di Renakta, Unit PPA Polda beserta polres dan polsek jajaran, modus operandi pelaku 

berkembang pesat, mulai dengan bujuk rayu, diimingi sejumlah uang atau barang hingga 

ancaman kekerasan. Perkembangan yang sangat menonjol juga tampak pada kasus kekerasan 

seksual anak yang banyak ditangani kepolisian berupa eksploitasi ekonomi dan seksual, 

pencabulan anak, serta persetubuhan anak di bawah umur. Kondisi ini tentu saja menjadi 

keprihatinan kita bersama karena anak-anak yang menjadi korban akan mengalami kerugian yang 

sangat besar, baik materi maupun non materi, bahkan hal ini berdampak besar pada penurunan 

kualitas hidup anak-anak yang seharusnya menjadi penerus masa depan bangsa. 

 
Untuk melindungi anak-anak kepolisian menyambut baik diberlakukannya Undang - Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak 

yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Institusi Kepolisian berperan aktif menjadi ujung 

tombak dalam penanganan kasus tindak pidana dimana anak menjadi korban, Saksi dan atau 

Anak. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini sangat penting dalam penanganan Anak 

yang Berhadapan dengan Hukum. Namun masih didapat beberapa kekosongan/celah dalam 

Undang-Undang SPPA maupun PP Nomor 65 Tahun 2012 sehingga dipandang perlu adanya 

solusi sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi Penyidik dan Aparat Penegak Hukum Lainnya 

maupun kementerian lembaga terkait yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum. 

 

 



 

 

 

 

 

 

b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya pemenuhan hak anak, baik terhadap Anak 

Korban, Anak Saksi dan Anak.  

c. Sebagai bentuk upaya pemenuhan hak Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Polda Metro Jaya 

berupaya mengoptimalkan Implementasi Undang-Undang SPPA dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum 

berumur 12 Tahun. 

d. Dalam rangka menencari solusi adanya kekosongan/celah pada penanganan Anak yang belum 

berumur 12 Tahun maka Polda Metro Jaya mengadakan Rapat Konsultasi dengan Ketua Tim dan 

anggota Perumus UU SPPA. 

     2.    Dasar : 

 
a. Keputusan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor:Kep/7/VII/2022, tanggal 7 

Juli 2022 tentang Rencana Kerja Ditreskrimum Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2023. 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 

c. PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang 

Belum Berumur 12 Tahun. 

d. Undangan Rapat Konsultasi Nomor: B/25763/XI/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 9 November 
2023 tentang Konsultasi dan Tanggapan Timnas SPPA atas rancangan Kebijakan Administrasi 
Penanganan Anak berusia dibawah 12 Tahun. 

 3.   Maksud dan Tujuan : 
 

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Rapat Konsultasi tentang Penanganan Anak yang Belum 
Berumur 12 Tahun. Adalah : 

 
       a.    Merancang alur penanganan dan menyamakan persepsi tentang Peraturan Pemerintah No 65 

tahun 2015 dan memberikan pemahaman tata cara pelaksanaan Diversi dan Penanganan 
Anak yang belum Berumur 12 Tahun. 

                  b.     Menyamakan Dokumen/Administrasi Penyidikan yang akan digunakan pada penanganan Anak  
  belum berumur 12 Tahun. 
 
       4.   Ruang Lingkup 
 
  Ruang lingkup dari kegiatan Rapat Konsultasi meliputi best practice, Paparan Dokumen dan diskusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  5. Tata Urut 
 
 I. PENDAHULUAN  

 II. PELAKSANAAN  

 III. HASIL YANG DICAPAI  

 IV. HAMBATAN 

 V. PENUTUP 
 
II.  PELAKSANAAN 

 
1. Waktu dan tempat pelaksanaan : 
      Hari  : Senin 
      Tanggal : 13 November 2023 
      Pukul : 14.00 s.d 17.00 wib 
      Tempat   : Ruang Rapat UPPA Ditreskrimum PMJ 

    
       2.    Peserta    :   6 Peserta Perumus Undang-Undang SPPA : 
        1. Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Dosen UI/Ketua Tim Perumus UU SPPA) 
        2. Apong Herlina, S.H., M.H (Komisioner Kejaksaan RI/Wakil Ketua Tim  
            Perumus UU SPPA) 
        3. Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H (Jaksa Ahli Madya Pada Biro Perencanaan 
            Anggota Tim Perumus UU SPPA) 
        4. Kompol Endang Sri Lestari, S.H., M.Si (Kanit PPA PMJ/Anggota Tim Perumus 
                                                UU SPPA) 
        5. AKBP Dr. Rita Wulandari Wibowo,S.I.K., M.H (Kasubbagsumda 
            Pusinafis Bareskrim Polri/Tim Pokja TPKS) 
         6. Genoveva A.K. Sheila Maya (Institute for Criminal Justice Reform) 
  
       3.     Acara          :      
         a.  Pembukaan      

         b   Paparan Dukumen/Adminstrasi Penanganan Anak (Kompol Endang Sri Lestari, S.H., M.Si) 
         c.  Diskusi/tanya jawab 
              d.   Penutupan Diskusi 
 

III.  HASIL YANG DICAPAI 
 

Peserta Rapat Menyampaikan Hal-Hal sebagai berikut: 
1. Ketua Perumusan UU SPPA Prof. Harkristuti Harkrisnowo Menjelaskan: 

 bahwa penyebutan Anak yang belum berumur 12 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana 
disebut Anak. 

 Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana yaitu 
dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penyidik, PK Bapas dan Peksos dengan 
mengadakan Rapat Kordinasi untuk memutuskan apakah anak akan dikembalikan kepada orang 
tua atau akan diikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di 
instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik 
tingkat pusat maupun daerah untuk paling lama 6 bulan. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Pelaksanaan pengambilan keputusan dilakukan pada tahap penyidikan karena harus diketahui 
terlebih dahulu Anak yang diduga melakukan tindak pidana. 

 Dalam proses penyidikan tetap dibuatkan SPDP dan dikirim ke kejaksaan namun oleh pihak 
kejaksaan cukup dicatat dalam buku register khusus perkara anak yang blum berumur 12 tahun 
dan tidak ada pengembalian SPDP kepada penyidik karena tidak ada tindak lanjut pengiriman 
perkara ke kejaksaan. 

 Setelah penyidik mendapat penetapan keputusan dari ketua pengadilan maka penyidik wajib 
mengirimkan ke JPU berupa penetapan ketua PN, hasil keputusan bersama dan SP3 sehingga 
dicatatkan kembali pada buku register khusus tersebut bahwa penanganan perkara anak yang 
belum berumur 12 tahun telah selesai. 

 
2. Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H Menjelaskan: 

 bahwa pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun tetap harus 
mendepankan kepentingan bagi anak. 

 Pengambilan keputusan dilakukan pada tahap penyidikan 

 Dalam menetapkan Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus didukung alat bukti 
(setidaknya minimal 2 alat bukti) 

 Kejaksaan akan mengupayakan adanya register khusus perkara anak belum berumur 12 tahun 
dan akan mensosialisasikan ke jajaran. 

 Agar penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada saat menyerahkan SPDP dan 
menginformasikan bahwa SPDP tersebut adalah untuk perkara Anak yang belum berumur 12 
Tahun dan agar disebutkan pula dalam SPDP bahwa anak belum berumur 12 tahun. 

 
3. Wakil Ketua Tim Perumus UU SPPA Apong Herlina, S.H., M.H Menjelaskan: 

 dalam penanganan anak yang belum 12 tahun walau pelakunya Anak tetap perlu mendapat 
sanksi berupa pembinaan yang tepat atas tindak pidana yang dilakukan. 

 Pengambilan keputusan dilakukan ditahap penyidikan karena harus ditetapkan terlebih dahulu 
anak yang diduga melakukan tindak pidana. 

 Proses penyidikan dilakukan sebagaimestinya hanya terhadap anak yang belum berumur 12 
tahun tidak disidangkan di pengadilan. 

 Sebetulnya ini bisa dimaknai bahwa menyelesaikan perkara anak yang belum berumur 12 tahun 
itu diselesaikannya diluar pengadilan yaitu dengan cara pengambilan keputusan oleh penyidik, 
PK Bapas dan Peksos. 

 
4. Tim Pokja TPKS AKBP Dr. Rita Wulandari Wibowo, S.I.K., M.H Menyampaikan: 

 akan membuat surat edaran atau jukrah terkait penanganan anak yang belum berumur 12 tahun 
untuk penyidik. 

 
5. Institute for Criminal Justice Reform Jeno Fefa Menyampaikan: 

 bersedia membantu untuk melakukan penelitian apabila diperlukan dalam rangka menyusun 
rancangan kebijakan administrasi penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. 

 
6. Kanit PPA PMJ Endang Sri Lestari, S.H., M.Si Menyampaikan: 

 bahwa kasus/tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang belum berumur 12 tahun diwilayah 
hukum Polda Metro Jaya cukup banyak dan beragam baik Kasus Kekerasan Fisik, Psikis maupun 
Kekerasan Seksual. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun dilakukan oleh penyidik sejak tahap 
Penyelidikan, Penyidikan hingga pengambilan Keputusan Bersama yang dilakukan oleh Penyidik, 
PK Bapas dan Peksos. 

 Penyebutan Anak yang belum berumur 12 tahun adalah Anak. 

 Perbedaan penulisan Anak pada usia 12 tahun-18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana 
dengan penulisan/penyebutan Anak yang belum berumur 12 tahun adalah jika anak pada 12-18 
tahun disebut Anak konflik Hukum selanjutnya disebut Anak, sedangkan untuk Anak yang belum 
berumur 12 tahun tidak bisa disebut Anak konflik hukum melainkan cukup sebutan Anak. 

 Pengambilan Keputusan dilakukan pada tahap penyidikan dan sudah ditetapkan Anak yang 
diduga melakukan tindak pidana 

 Bahwa pada penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun tetap harus ada kepastian hukum, 
jika tidak ditemukan tidak pidana maka harus dihentikan penyelidikan (SP2LID) dan apabila 
ditemukan tindak pidana maka harus ditingkatkan ke proses penyidikan dan apabila tercukupi alat 
bukti sehingga dapat menetapkan Anak maka langkah selanjutnya adalah penyidik mengadakan 
rapat koordinasi dengan melibatkan PK Bapas dan Peksos untuk megambil Keputusan Bersama 
untuk menentukan apakah anak akan dikembalikan keorang tua atau akan diikut sertakan dalam 
program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi 
yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik tingkat pusat maupun daerah untuk paling 
lama 6 bulan. Selanjutnya dibuatkan berita acara Keputusan Bersama dan dimohonkan 
penetapan ke Ketua Pengadilan Negeri, setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri 
penyidik membuat ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) 

 Dalam penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun harus Prosedural mulai dari 
Penyelidikan, Penyidikan, Gelar Perkara, Penetapan Anak (yang diduga melakukan tindak 
pidana), Pengambilan Keputusan dan Penghentian Penyidikan. 

 Dalam hal gelar perkara untuk SP3, agar Wasidik tidak lagi mendalami substansi namun lebih 
kepada pendalaman formil dan materil terkait pelaksanaan Pengambilan Keputusan. 

 

IV.   HAMBATAN 

 Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Rapat Konsultasi tentang Penanganan Anak yang Belum 
Berumur 12 Tahun. 

 
V. PENUTUP 

 Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Konsultasi tentang Penanganan Anak yang Belum Berumur 
12 Tahun. 

 
                                                             Jakarta,   15 November 2023 
                               Mengetahui   
                       KASUBDIT RENAKTA                                            Yang Membuat Laporan 
                       Kanit 2/PPA 
 
 
                                                                                                       
                        EVI PAGARI, A.Md., S.H                                                  ENDANG SRI LESTARI,S.H,M.Si     
  AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721          KOMISARIS POLISI  NRP  67120408 
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POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA 
      DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM 

 

NOTULENSI RAPAT KONSULTASI TENTANG PENANGANAN ANAK 
YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN DI POLDA METRO JAYA 

 

I. DASAR 

1. Undang-Undang No.2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia; 
2. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 

3. Surat Undangan Nomor : B/25763/XI/RES.1.24/2023/Ditreskrimum, tanggal 9 November 2023. 

 
II. NOTULENSI KEGIATAN 
 
Waktu Pelaksanaan  :  Senin, 13 November 2023 
Tempat Pelaksanaan :  Unit 2 PPA Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 
Pemimpin Rapat  :  Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Dosen UI/Ketua Tim Penyusun  
  UU SPPA) 
   
Peserta : 1.   Apong Herlina, S.H., M.H ( Wakil Ketua Tim Perumus UU SPPA 
        /Komisioner Kejaksaan RI) 
  2.   Dr. Erni Mustikasari, S.H (Jaksa Ahli Madya pada Biro 
        Perencanaan) 
  3.  AKBP Dr. Rita Wulan Dari Wibowo, S.I.K., M.H  
           (Kasubbagsumda Pusinafis Bareskrim Polri) 
      4.   Kompol Endang Sri Lestari, S.H., M.Si (Kanit PPA PMJ) 
      5.  Genoveva A.K. Sheila Maya (Institute for Criminal Justice  
       Reform) 
    
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan 

1. Menyamakan persepsi di kalangan mitra kerja dalam peratutan pemerintah no 65 tentang 

pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun 

2. Mengindentifikasi kebutuhan korban kekerasan seksual sesuai mandat berbagai peraturan 
perundang-undangan untuk menjamin perlindungan korban. 
 

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Konsultasi 

1. Ketua Perumusan UU SPPA Prof. Harkristuti Harkrisnowo Menjelaskan: 

 bahwa penyebutan Anak yang belum berumur 12 Tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana disebut Anak. 

 Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana yaitu 
dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penyidik, PK Bapas dan Peksos dengan 
mengadakan Rapat Kordinasi untuk memutuskan apakah anak akan dikembalikan kepada 
orang tua atau akan diikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan 
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang 
kesejahteraan sosial baik tingkat pusat maupun daerah untuk paling lama 6 bulan. 

 Pelaksanaan pengambilan keputusan dilakukan pada tahap penyidikan karena harus 
diketahui terlebih dahulu Anak yang diduga melakukan tindak pidana. 
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 Dalam proses penyidikan tetap dibuatkan SPDP dan dikirim ke kejaksaan namun oleh pihak 
kejaksaan cukup dicatat dalam buku register khusus perkara anak yang blum berumur 12 
tahun dan tidak ada pengembalian SPDP kepada penyidik karena tidak ada tindak lanjut 
pengiriman perkara ke kejaksaan. 

 Setelah penyidik mendapat penetapan keputusan dari ketua pengadilan maka penyidik wajib 
mengirimkan ke JPU berupa penetapan ketua PN, hasil keputusan bersama dan SP3 
sehingga dicatatkan kembali pada buku register khusus tersebut bahwa penanganan perkara 
anak yang belum berumur 12 tahun telah selesai. 

 

2. Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H Menjelaskan: 

 bahwa pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun tetap harus 
mendepankan kepentingan bagi anak. 

 Pengambilan keputusan dilakukan pada tahap penyidikan 

 Dalam menetapkan Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus didukung alat bukti 
(setidaknya minimal 2 alat bukti) 

 Kejaksaan akan mengupayakan adanya register khusus perkara anak belum berumur 12 
tahun dan akan mensosialisasikan ke jajaran. 

 Agar penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada saat menyerahkan SPDP 
dan menginformasikan bahwa SPDP tersebut adalah untuk perkara Anak yang belum 
berumur 12 Tahun dan agar disebutkan pula dalam SPDP bahwa anak belum berumur 12 
tahun. 

 
3. Wakil Ketua Tim Perumus UU SPPA Apong Herlina, S.H., M.H Menjelaskan: 

 dalam penanganan anak yang belum 12 tahun walau pelakunya Anak tetap perlu mendapat 
sanksi berupa pembinaan yang tepat atas tindak pidana yang dilakukan. 

 Pengambilan keputusan dilakukan ditahap penyidikan karena harus ditetapkan terlebih 
dahulu anak yang diduga melakukan tindak pidana. 

 Proses penyidikan dilakukan sebagaimestinya hanya terhadap anak yang belum berumur 12 
tahun tidak disidangkan di pengadilan. 

 Sebetulnya ini bisa dimaknai bahwa menyelesaikan perkara anak yang belum berumur 12 
tahun itu diselesaikannya diluar pengadilan yaitu dengan cara pengambilan keputusan oleh 
penyidik, PK Bapas dan Peksos. 

 
4. Tim Pokja TPKS AKBP Dr. Rita Wulandari Wibowo, S.I.K., M.H Menyampaikan: 

 akan membuat surat edaran atau jukrah terkait penanganan anak yang belum berumur 12 
tahun untuk penyidik. 

 
5. Institute for Criminal Justice Reform Jeno Fefa Menyampaikan: 

 bersedia membantu untuk melakukan penelitian apabila diperlukan dalam rangka menyusun 
rancangan kebijakan administrasi penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. 

 
6. Kanit PPA PMJ Endang Sri Lestari, S.H., M.Si Menyampaikan: 

 bahwa kasus/tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang belum berumur 12 tahun 
diwilayah hukum Polda Metro Jaya cukup banyak dan beragam baik Kasus Kekerasan Fisik, 
Psikis maupun Kekerasan Seksual. 

 Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun dilakukan oleh penyidik sejak tahap 
Penyelidikan, Penyidikan hingga pengambilan Keputusan Bersama yang dilakukan oleh 
Penyidik, PK Bapas dan Peksos. 

 Penyebutan Anak yang belum berumur 12 tahun adalah Anak. 
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 Perbedaan penulisan Anak pada usia 12 tahun-18 Tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana dengan penulisan/penyebutan Anak yang belum berumur 12 tahun adalah jika anak 
pada 12-18 tahun disebut Anak konflik Hukum selanjutnya disebut Anak, sedangkan untuk 
Anak yang belum berumur 12 tahun tidak bisa disebut Anak konflik hukum melainkan cukup 
sebutan Anak. 

 Pengambilan Keputusan dilakukan pada tahap penyidikan dan sudah ditetapkan Anak yang 
diduga melakukan tindak pidana 

 Bahwa pada penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun tetap harus ada kepastian 
hukum, jika tidak ditemukan tidak pidana maka harus dihentikan penyelidikan (SP2LID) dan 
apabila ditemukan tindak pidana maka harus ditingkatkan ke proses penyidikan dan apabila 
tercukupi alat bukti sehingga dapat menetapkan Anak maka langkah selanjutnya adalah 
penyidik mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan PK Bapas dan Peksos untuk 
megambil Keputusan Bersama untuk menentukan apakah anak akan dikembalikan keorang 
tua atau akan diikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di 
instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik 
tingkat pusat maupun daerah untuk paling lama 6 bulan. Selanjutnya dibuatkan berita acara 
Keputusan Bersama dan dimohonkan penetapan ke Ketua Pengadilan Negeri, setelah 
mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri penyidik membuat ketetapan Penghentian 
Penyidikan (SP3) 

 Dalam penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun harus Prosedural mulai dari 
Penyelidikan, Penyidikan, Gelar Perkara, Penetapan Anak (yang diduga melakukan tindak 
pidana), Pengambilan Keputusan dan Penghentian Penyidikan. 

 Dalam hal gelar perkara untuk SP3, agar Wasidik tidak lagi mendalami substansi namun lebih 
kepada pendalaman formil dan materil terkait pelaksanaan Pengambilan Keputusan. 

 
Rencana Tindak Lanjut 

- Mensosialisasikan Administrasi Penyidikan Perkara Anak yang belum berumur 12 Tahun kepada 
seluruh penyidik. 
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Dokumentasi Kegiatan 
 

 
 

 
 

               Jakarta, 13 November 2022 
          Yang Membuat Laporan  
              KANIT 2 RENAKTA 

 

        ENDANG SRI LESTARI, S.H., M.Si. 
                             KOMISARIS POLISI NRP 67120408 
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PESERTA RAPAT KONSULTASI TENTANG PENANGANAN ANAK 
YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN DI POLDA METRO JAYA 

 

NAMA INSTANSI TANDA TANGAN 

PROF. HARKRISTUTI 

HARKRISNOWO 

Dosen UI  

APONG HERLINA, S.H., M.H Komisioner Kejaksaan 

RI 

 

DR. ERNI MUSTIKASARI, S.H., M.H Jaksa Ahli Madya Pada 

Biro Perencanaan 

 

KOMPOL ENDANG SRI LESTARI, 

S.H., M.SI 

Kanit PPA PMJ  

AKBP DR. RITA WULANDARI 

WIBOWO,S.I.K., M.H 

Kasubbagsumda 

Pusinafis Bareskrim 

Polri 

 

GENOVEVA A.K. SHEILA MAYA Institute for Criminal 

Justice Reform 

 

 



 

 

 

 

LAPORAN KEGIATAN : 

SOSIALISASI STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DALAM 

PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 

POLDA METRO JAYA 

 

 WAKTU PELAKSANAAN  : RABU, 22 NOVEMBER  2023 

TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG RAPAT DITRESKRIMUM POLDA  

   METRO JAYA 

 



    POLRI DAERAH METRO JAYA 

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM 

  Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190 

 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  

SOSIALISASI STRATEGI PENINGLATAM KINERJA DALAM PENANGANAN  

KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASID DIGITAL 

DI POLDA METRO JAYA 

 

I. PENDAHULUAN  

1. Umum 

Anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan 

keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak 

memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak 

setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi ,oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut 

dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. 

Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya 

mengemukakan prinsip - prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, 2 

kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta 

menghargai partisipasi anak. 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun mengatur 

tata pelaksaan penanganan Anak di Penyelidikan sampai Penyidikan dan mengatur 

pengadministrasian Polisi. 

Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Polda Metro Jaya Pada Tahun 2022 

terdapat 74 korban tindak kekerasan yang dialami anak-anak dengan berbagai tindak 

pidana dari pornografi, pencambulan, pemerkosaan dan TPPO, maka dari itu Polda 

Metro Jaya dengan bekerja sama dengan seluruh polres jajaran Polda Metro Jaya (13 

Polres) secara optimal, Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani di Unit PPA 

Polda Metro Jaya beserta polres dan polsek jajaran jumlahnya terus meningkat dan  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

membutuhkan penanganan terpadu dengan mitra kerja untuk kelancaran proses 

penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan 

terhadap korban. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya 

mengalami trauma sehingga membutuhkan pendampingan selama proses hukum dan 

pemeriksaan psikologis agar pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti untuk 

kelengkapan berkas perkara dapat disediakan secara cepat dan akurat.  

Unit PPA berkewajiban untuk bekerjasama dengan mitra kerja terkait untuk memenuhi 

kebutuhan korban sesuai hak-hak yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan, seperti hak untuk mendapatkan pemulihan kesehatan, pelayanan informasi, 

layanan pengaduan, pendampingan di semua tahap proses hukum, pelayanan 

kesehatan, konseling, perlindungan dalam rumah aman dan pemberdayaan untuk 

pemulihan kembali pada keadaan semula. 

 

II. PELAKSANAAN 

1. Waktu dan tempat pelaksanaan : 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 22 November 2023 

Pukul  : 09.00 Wib s/d Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Ditreskrimum Polda Metro Jaya 

2. Peserta : - 35 Peserta terdiri dari : 

-  25 Peserta Personil Polda Metro Jaya 

-  2   Peserta Personil Bapas Jakarta Selatan 

-  2   Peserta Personil Bapas Jakarta Pusat 

-  2   Peserta Personil Bapas Jakarta Timur 

-  2   Peserta Personil Pusat PPA 

-  2   Peserta Personil Dinas Sosial DKI Jakarta 

 

 



 

 

 

 

3. Acara  : a. Pembukaan dari Kanit II (Kompol Endang Sri Lestari, S.H., M.Si) 

  b. Sambutan/ Arahan Kasubdit Renakta (AKBP Evi Pagari, A.Md., S.H) 

  c. Sambutan dan Penjelasan Struktur WEB ABH Online oleh Dr.    

      Margaretha Hanita, S.H., M.Si 

  d. Penjelasan cara kerja WEB ABH Online oleh Kompol Endang Sri 

Lestari, S.H., M.Si 

  d. Diskusi  

  e.  Kesimpulan dan Penutup 

 

III. HASIL YANG DICAPAI 

Dalam kegiatan ini Peserta mendapatkan pemahaman tentang sosialisasi Web ABH online 

yaitu meliputi : 

1. Memberikan penjelasan tentang penggunaan Web ABH online kepada mitra dan 

penyidik; 

2. Memahami langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya; 

3. Mempermudah koordinasi dengan instansi lain untuk koordinasi dan tindak lanjut 

kepada ABH. 

 

IV. HAMBATAN 

Tidak ada Hambatan dalam pelaksanaan Pelatihan dalam mengoprasikan system ini. 

Untuk memastikan bahwa penyidik dan mitra kerja bisa mengoprasikan Web ini maka 

harus dilakukan penyujian secara ketat dan dilaksanakan oleh petugas yang memiliki 

kopetensi dibidang tersebut. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Dasar : 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 Tahun;  

 

3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dalam sosialisasi ini diharapkan mampu mempermudah dalam 

menangani dan memproses penanganan Anak berhadapan dengan Hukum di institusi 

kepolisian disetiap daerah bersama dengan mitra kerja dan menyesuaikan isi dan 

cakupan dengan konteks daerah, kebijakan daerah dan sumber daya daerah agar dapat 

memberikan pelayanan yang komprehensif dengan mengutamakan keselamatan  

petugas lembaga layanan dan pelapor. Secara umum tujuan pelatihan ini adalah 

memahami pola pengaduan yang dibutuhkan masyarakat dan untuk mempermudah 

masyarakat dalam mengadukan dan/atau melaporkan bila melihat dan atau mengalami 

tindak kekerasan. 

4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari Kegiatan Sosialisasi adalah meliputi paparan materi, diskusi, 

kesimpulan. 

5. Tata Urut 

I. PENDAHULUAN  

II. PELAKSANAAN 

III. HASIL YANG DICAPAI 

IV. HAMBATAN  

V. PENUTUP 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. PENUTUP 

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan rapat kerja dibuat, Sebagai bahan pertimbangan 

pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Jakarta,     November 2023 

  

               

                  EVI PAGARI, A.Md., S.H 

   AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721 

 Yang Membuat Laporan 

          KASUBDIT RENAKTA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI 

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 

DALAM PENANGANAN KASUS 

BERHADAPAN DENGAN HUKUM 

BERBASIS DIGITAL  

DI POLDA METRO JAYA 

SAMBUTAN/ARAHAN KASUBDIT RENAKTA 

POLDA METRO JAYA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMBUTAN/PENJELASAN DARI 

KANIT PPA POLDA METRO JAYA 

 

PENJELASAN WEB ABH OLEH DARI DR. 

MARGARETHA HANITA, S.H., M.Si 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG DISKUSI 

 

RUANG DISKUSI 

 







POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA 
     DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
      Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190 

 

 

 

  

 

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

Nama  : Hengki Haryadi, S.I.K., M.H 

NRP  : 7410555 

Jabatan  : Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya 

Pangkat   : Komisaris Besar Polisi 

Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Proyek 

Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan 

XXVIII Tahun 2023, sebagai berikut: 

Penggagas: Evi Pagari, A.Md., S.H 

Jabatan  : Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya 

Judul  : “STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DALAM  

PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN 

HUKUM BERBASIS DIGITAL” 

Dengan harapan agar Proyek Perubahan tersebut bisa Meningkatkan 

Kinerja Polda Metro Jaya dengan  Mitra  Kerja  dalam  Penanganan  Kasus  Anak  

Berhadapan  dengan Hukum Melalui Pelayanan Terpadu Berbasis Digital. 

Demikian di sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan banyak 

terima kasih. 

 

Dikeluarkan di:  Jakarta 

pada tanggal  :                                                      November 2023 

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA 

 

 

 

 

  HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H 

   KOMISARIS BESAR POLISI NRP 7410555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK 

DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 
Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kvling 64 By Pass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 

Telepon : (021) 4246470 Faximile : (021) 4216806 
Website:http://dppapp.jakarta.go.id E-mail : umum.dppapp@gmail.com 

JAKARTA 
Kode Pos : 10510 

Nomor : e-1355/BP.02.01      20 November 2023 

Sifat  : Surat Biasa 

Lampiran : Dukungan Proyek Perubahan    Kepada 

         Yth. Kasubdit Renakta 

Polda Metro Jaya 

di 

           Jakarta  

 

 

Suhubungan dengan dilakukannya Proyek Perubahan yang 

dilakukan oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya, Saya Selaku Plt. 

Kepala Dinas Peberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian 

Penduduk Provinsi DKI Jakarta memberikan DUKUNGAN SEPENUHNYA 

untuk Peningkatan Kinerja Penanganan Kasus Anak Berhadapan Hukum 

Berbasis Digital. 

Demikian dukungan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat 

digunakan sebagaimana perlunya. 

 

 

Plt. Kepala Dinas Peberdayaan Pelindungan 

Anak dan Pengendalian Penduduk 

Provinsi DKI Jakarta 
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PENANDATANGANA DUKUNGAN 

STAKEHOLDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



            POLRI DAERAH METRO JAYA 
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190 

 

 

 

  

 

SURAT PERMOHONAN DUKUNGAN PROJECT PERUBAHAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

Nama : AKBP EVI PAGARI, A.Md, SH 

Jabatan : Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya 

Dengan ini saya mohon dukungan mitra kerja untuk terlaksananya project 

perubahan “STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DALAM PENANGANAN 

KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS DIGITAL” 

Dengan tujuan untuk Meningkatkan Kinerja Polda Metro Jaya dengan  Mitra  

Kerja  dalam  Penanganan  Kasus  Anak  Berhadapan  dengan Hukum Melalui 

Pelayanan Terpadu Berbasis Digital 

Demikian di sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan banyak 

terima kasih. 

 

a.n DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA 

KASUBDIT RENAKTA 

 

 

 

 

EVI PAGARI, A.Md,.SH 

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA 
     DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
      Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190 

 

 

 

  

 
SURAT EDARAN 

Nomor: SE/  /XI/2023/Ditreskrimum 

Dasar :  

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

b. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 7729/D.4/PDP.07.1 tanggal 21 

Desember 2022 perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 pada Pusat Pengembangan 

Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Pusat 

Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara serta Pusat 

Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Seleksi Peserta 

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2023; 

c. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4639/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 

2023 perihal Hasil Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan 

Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2023; 

d. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4645/D.4/PDP/.07.01 tanggal 21 Juli 

2023 perihal pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II 

Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat 

Polri; 

e. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 

Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan 

Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023; 

f. Surat Perintah Nomor: Sprint/2680/IX/KEP./2023 tanggal 16 September 2023 perihal tim 

kerja Proyek Perubahan bersama Stakeholder terkait Stategi Peningkatan Kinerja dalam 

Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital. 

Sehubungan dengan dasar diatas di sampaikan kepada penyidik renakta Polda Metro Jaya beserta 

mintra kerja yang terlibat dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum dimohon untuk 

menggunakan WEB ABH Online yang telah di sosialisasikan dan di bimtekan oleh Kasubdit Renakta 

Polda Metro Jaya 

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih 

        Dikeluarkan di:  Jakarta 

        pada tanggal:                                                                  November 2023 

        DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA 

 

 

 

 

HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H 

   KOMISARIS BESAR POLISI NRP 7410555 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  11  TAHUN  2012  

TENTANG 

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat 

sebagai manusia seutuhnya; 

b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak 

berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama 

pelindungan hukum dalam sistem peradilan; 

c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi 

Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 

yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap 

anak mempunyai kewajiban untuk memberikan 

pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum; 

d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat 

karena belum secara komprehensif memberikan 

pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan 

hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang 

baru; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 

d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak; 

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 

28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang- . . . 



 

 

 

- 2 - 

 
 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886);    

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN 

PIDANA ANAK. 

 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1.  Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan 

proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan 

dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai 

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani 

pidana. 

2. Anak . . . 
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2.  Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak 

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 

korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 

tindak pidana. 

3.  Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang 

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana. 

4.  Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang 

selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak 

pidana. 

5.  Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang 

selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

6.  Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara 

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait 

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil 

dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

7.  Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara 

Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana. 

8.  Penyidik adalah penyidik Anak. 

9.  Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak. 

10.  Hakim adalah hakim Anak. 

11.  Hakim Banding adalah hakim banding Anak. 

12.  Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak. 

13. Pembimbing . . . 
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13.  Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat 

fungsional penegak hukum yang melaksanakan 

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, 

pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di 

dalam dan di luar proses peradilan pidana. 

14.  Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang 

bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun 

swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi 

pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan 

sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, 

dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial 

untuk melaksanakan tugas pelayanan dan 

penanganan masalah sosial Anak. 

15.  Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang 

dididik dan dilatih secara profesional untuk 

melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan 

masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, 

baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang 

ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan 

sosial Anak. 

16.  Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, 

ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya 

oleh Anak.  

17.  Wali adalah orang atau badan yang dalam 

kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai 

orang tua terhadap anak. 

18.  Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak 

untuk mendampinginya selama proses peradilan 

pidana berlangsung. 

19.  Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya 

adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, 

baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang 

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

20.  Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya 

disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak 

menjalani masa pidananya. 

21. Lembaga . . . 
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21.  Lembaga Penempatan Anak Sementara yang 

selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara 

bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. 

22.  Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang 

selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau 

tempat pelayanan sosial yang melaksanakan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. 

23.  Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam 

pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan 

pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan. 

24.  Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut 

Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan 

yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian 

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan 

pendampingan.  

 

Pasal 2 

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan 

asas: 

a.  pelindungan; 

b.  keadilan; 

c.  nondiskriminasi; 

d.  kepentingan terbaik bagi Anak;  

e.  penghargaan terhadap pendapat Anak; 

f.  kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; 

g.  pembinaan dan pembimbingan Anak; 

h.  proporsional; 

i.  perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai 

upaya terakhir; dan 

j.  penghindaran pembalasan.  

 

Pasal 3 

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:  

a. diperlakukan secara manusiawi dengan 

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 

 

 b. dipisahkan . . . 
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b. dipisahkan dari orang dewasa; 

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara 

efektif;  

d. melakukan kegiatan rekreasional; 

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan 

lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan 

derajat dan martabatnya; 

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali 

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling 

singkat; 

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang 

objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang 

tertutup untuk umum; 

i. tidak dipublikasikan identitasnya;  

j.  memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang 

yang dipercaya oleh Anak;  

k. memperoleh advokasi sosial;  

l. memperoleh kehidupan pribadi;  

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;  

n.  memperoleh pendidikan; 

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan 

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

 

Pasal 4 

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: 

a. mendapat pengurangan masa pidana; 

b. memperoleh asimilasi; 

c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 

d. memperoleh pembebasan bersyarat; 

e. memperoleh cuti menjelang bebas; 

f. memperoleh cuti bersyarat; dan 

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Hak . . . 
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(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada Anak yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan 

pendekatan Keadilan Restoratif. 

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi:  

a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 

dalam Undang-Undang ini; 

b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan 

di lingkungan peradilan umum; dan 

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, 

dan/atau pendampingan selama proses 

pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah 

menjalani pidana atau tindakan. 

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib 

diupayakan Diversi. 

 

 

BAB II 

DIVERSI 

  

Pasal 6 

Diversi bertujuan:  

a.  mencapai perdamaian antara korban dan Anak;  

b.  menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 

c.  menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 

d.  mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 

e.  menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. 

 

Pasal 7 . . . 
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Pasal 7 

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib 

diupayakan Diversi. 

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang 

dilakukan: 

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 

(tujuh) tahun; dan  

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

 

 

Pasal 8 

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan 

melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban 

dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional 

berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. 

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan: 

a.  kepentingan korban; 

b.  kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; 

c.  penghindaran stigma negatif; 

d.  penghindaran pembalasan; 

e.  keharmonisan masyarakat; dan 

f.   kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

 

 

Pasal 9 

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam 

melakukan Diversi harus mempertimbangkan: 

a.  kategori tindak pidana; 

b.  umur Anak; 

c.  hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan 

d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 

(2) Kesepakatan . . . 
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(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan 

korban dan/atau keluarga Anak Korban serta 

kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: 

a.  tindak pidana yang berupa pelanggaran;  

b. tindak pidana ringan; 

c. tindak pidana tanpa korban; atau 

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah 

minimum provinsi setempat.   

 

Pasal 10 

(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak 

pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana 

ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai 

kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum 

provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik 

bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing 

Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh 

masyarakat. 

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi 

Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: 

a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; 

b. rehabilitasi medis dan psikososial; 

c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;  

d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di 

lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 

(tiga) bulan; atau 

e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. 

 

Pasal 11 

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: 

a.  perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 

b.  penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;  

c. keikutsertaan . . . 
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c.  keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di 

lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) 

bulan; atau 

d.  pelayanan masyarakat.  

 

 

Pasal 12 

(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan 

Diversi. 

(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung 

pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat 

pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan 

daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) 

hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh 

penetapan. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari 

terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. 

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, 

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. 

(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan 

penghentian penyidikan atau Penuntut Umum 

menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.  

 

Pasal 13 

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: 

a.  proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau 

b.  kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. 

 

 

 

Pasal 14 . . . 
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Pasal 14  

(1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan 

kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan 

langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap 

tingkat pemeriksaan. 

(2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan 

kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing 

Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, 

pembimbingan, dan pengawasan. 

(3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan 

dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing 

Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada 

pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti 

laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 

 

 
Pasal 15 

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, 
tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
 
 

BAB III 
ACARA PERADILAN PIDANA ANAK 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
 

Pasal 16 

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku 
juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 
 
 

Pasal 17 . . . 
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Pasal 17 

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib 

memberikan pelindungan khusus bagi Anak yang 

diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya 

dalam situasi darurat. 

(2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi 

tanpa pemberatan. 

 

Pasal 18 

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau 

Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial 

Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, 

Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi 

bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan 

kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan 

suasana kekeluargaan tetap terpelihara. 

 

 

Pasal  19 

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi 

wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak 

ataupun elektronik.  

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak 

Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain 

yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak 

Korban, dan/atau Anak Saksi. 

 

 

Pasal 20 

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum 

genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke 

sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan 

melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi 

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak 

tetap diajukan ke sidang Anak. 

 

Pasal 21 . . . 
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Pasal 21 

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun 

melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, 

Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja 

Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: 

a.  menyerahkannya kembali kepada orang 

tua/Wali; atau 

b. mengikutsertakannya dalam program 

pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di 

instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di 

tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 

(enam) bulan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam 

waktu paling lama 3 (tiga) hari.   

(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan 

pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, 

pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa 

pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat 

diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. 

(5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan 

laporan perkembangan anak kepada Bapas secara 

berkala setiap bulan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

pengambilan keputusan serta program pendidikan, 

pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan  Peraturan 

Pemerintah. 

 

 Pasal 22 . . . 
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Pasal 22 

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing 

Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, 

Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga 

atau atribut kedinasan. 

 

Pasal 23 

(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib 

diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau 

Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau 

orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau 

Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. 

(3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa 

perkara yang sedang diperiksa, ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 

bagi orang tua. 

 

Pasal 24 

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama 

dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional 

Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang 

dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan 

ke pengadilan yang berwenang. 

 

Pasal 25 

(1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat 

secara khusus oleh  lembaga yang menangani perkara 

Anak. 

(2) Ketentuan  lebih lanjut mengenai pedoman register 

perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua 

Penyidikan 

  

Pasal 26 

(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh 

Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 

pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi 

dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1).  

(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. telah berpengalaman sebagai penyidik; 

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan 

memahami masalah Anak; dan 

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan 

Anak. 

(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang 

melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang dewasa. 

 

 

Pasal 27 

(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, 

Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari 

Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana 

dilaporkan atau diadukan. 

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta 

pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, 

psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial 

Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan 

tenaga ahli lainnya. 

(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak 

Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta 

laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau 

Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana 

dilaporkan atau diadukan. 

 

 

Pasal  28 

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh 

Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 

(tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan 

penyidik diterima. 

 

 

Pasal 29 

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. 

(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 

dimulainya Diversi. 

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai 

kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara 

Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua 

pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. 

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan 

penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut 

Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan 

laporan penelitian kemasyarakatan. 

 

 
Bagian Ketiga 

Penangkapan dan Penahanan  
 

Pasal 30 

(1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna 

kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh 

empat) jam. 

(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang 

pelayanan khusus Anak. 

(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada 

di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di 

LPKS. 

(4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara 

manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya. 

(5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS 

dibebankan pada anggaran kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

sosial. 

 

 
Pasal 31 

(1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik 

berkoordinasi dengan Penuntut Umum. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali 

dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. 

 

 

Pasal 32 

(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan 

dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang 

tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan 

melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau 

merusak barang bukti, dan/atau tidak akan 

mengulangi tindak pidana. 

(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan 

dengan syarat sebagai berikut: 

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau 

lebih; dan  

b. diduga melakukan tindak pidana dengan 

ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau 

lebih. 

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat 

perintah penahanan. 

(4) Selama . . . 
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(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, 

dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.  

(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan 

penempatan Anak di LPKS. 

 

 

Pasal 33 

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32  

untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 

7 (tujuh) hari. 

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat 

diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 

(delapan) hari. 

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi 

hukum. 

(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. 

(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat 

dilakukan di LPKS setempat. 

 

 

Pasal 34 

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan 

penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan 

penahanan paling lama 5 (lima) hari. 

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat 

diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling 

lama 5 (lima) hari.  

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi 

hukum. 

 

 

 

Pasal 35 . . . 
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Pasal 35 

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan 

pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat 

melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh 

ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) 

hari. 

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan 

putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. 

 

 

Pasal 36 

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti 

dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) 

hari. 

 

 

Pasal 37 

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan 

pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding 

dapat melakukan penahanan paling lama 10 

(sepuluh) hari. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang 

oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima 

belas) hari. 

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim 

Banding belum memberikan putusan, Anak wajib 

dikeluarkan demi hukum. 

 

 

 

Pasal 38 . . . 
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Pasal 38 

(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk 

kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim 

Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 

(lima belas) hari.  

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang 

oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua 

puluh) hari. 

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi 

belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan 

demi hukum. 

 

 

Pasal 39 

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 

35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah 

berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera 

mengeluarkan Anak demi hukum. 

 

 

Pasal 40 

(1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau 

penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan 

orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan 

hukum.  

(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan 

atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum. 

 

 

 

 

 

Bagian Keempat . . . 
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Bagian Keempat 

Penuntutan 

 

Pasal 41 

(1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh 

Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh Jaksa Agung. 

(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut 

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum; 

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan 

memahami masalah Anak; dan 

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan 

Anak. 

(3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh 

penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan 

bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang 

dewasa. 

 

Pasal 42 

(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling 

lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara 

dari Penyidik. 

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai 

kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita 

acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada 

ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. 

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib 

menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan 

perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan 

hasil penelitian kemasyarakatan. 

Bagian Kelima . . 

. 
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Bagian Kelima 

Hakim Pengadilan Anak 

 
Paragraf 1 

Hakim Tingkat Pertama 

 
Pasal 43 

(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara 

Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua 

Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri 

yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. 

(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam 

lingkungan peradilan umum; 

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan 

memahami masalah Anak; dan 

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan 

Anak. 

(3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh 

hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi 

tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 

 

Pasal 44 

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam 

tingkat pertama dengan hakim tunggal. 

(2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan 

pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis 

dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit 

pembuktiannya. 

(3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh 

seorang panitera atau panitera pengganti. 

Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Hakim Banding 

 

Pasal 45 

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 46 

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku 

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2). 

 

Pasal 47 

(1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara 

Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal. 

(2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan 

pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis 

dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit 

pembuktiannya. 

(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding 

dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera 

pengganti. 

 

Paragraf 3 

Hakim Kasasi 

  

Pasal 48 

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung. 

 

 
Pasal 49 

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku 

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2). 

 

Pasal 50 . . . 
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Pasal 50 

(1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak 

dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. 

(2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan 

pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis 

dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit 

pembuktiannya. 

(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu 

oleh seorang panitera atau seorang panitera 

pengganti. 

 

 

Paragraf 4 

Peninjauan Kembali 

 

Pasal 51 

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat 

dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang 

tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan 

hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Bagian Keenam 

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 

 

 

Pasal 52 

(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau 

majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling 

lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara 

dari Penuntut Umum. 

(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 

(tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan 

negeri sebagai Hakim. 

(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

(4) Proses . . . 
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(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi 

pengadilan negeri. 

(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai 

kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara 

Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua 

pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. 

(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, 

perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.  

 

 

Pasal 53 

(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. 

(2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang 

tunggu sidang orang dewasa.  

(3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang 

orang dewasa. 

 

 

Pasal 54 

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang 

dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan 

putusan.  

 
 

Pasal 55 

(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan 

orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau 

pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing 

Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. 

(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping 

tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan 

didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. 

(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak 

batal demi hukum. 

 

 
Pasal 56 . . . 
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Pasal 56 

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan 

sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk 

beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan 

hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. 

 

 

Pasal 57 

(1)    Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim 

memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan 

membacakan laporan hasil penelitian 

kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan 

tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat 

lain. 

(2)    Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: 

a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan 

kehidupan sosial; 

b. latar belakang dilakukannya tindak pidana; 

c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam 

tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;  

d. hal lain yang dianggap perlu; 

e. berita acara Diversi; dan 

f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing 

Kemasyarakatan. 

 

Pasal 58 

(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak 

Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak 

dibawa keluar ruang sidang. 

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak 

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang 

tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap 

hadir. 

(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak 

dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan 

sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan 

Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar 

keterangannya: 

a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman 
elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan di daerah hukum setempat 
dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut 

Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya; atau 

b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan 

alat komunikasi audiovisual dengan didampingi 
oleh orang tua/Wali, Pembimbing 

Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. 
 
 

Pasal 59 

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan 
mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak 

Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di 
luar ruang sidang pengadilan. 

 

 
Pasal 60 

(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan 

kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau 

pendamping untuk mengemukakan hal yang 

bermanfaat bagi Anak. 

(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan 

oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang 

perkara yang bersangkutan. 

(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian 

kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan 

sebelum menjatuhkan putusan perkara. 

(4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan 

batal demi hukum. 

 
Pasal 61 . . . 
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Pasal 61 

(1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam 

sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak 

dihadiri oleh Anak. 

(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi 

tetap harus dirahasiakan oleh media massa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya 

menggunakan inisial tanpa gambar. 

 

 

Pasal 62 

(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada 

hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat 

atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. 

(2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling 

lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada 

Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut 

Umum.  

 

 

BAB IV 

PETUGAS KEMASYARAKATAN 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 63 

Petugas kemasyarakatan terdiri atas: 

a.  Pembimbing Kemasyarakatan;  

b. Pekerja Sosial Profesional; dan 

c. Tenaga Kesejahteraan Sosial. 

 

 

 Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua  

Pembimbing Kemasyarakatan  

 

Pasal 64 

(1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, 

pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak 

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.  

(2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing 

Kemasyarakatan sebagai berikut:  

a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang 

ilmu sosial atau yang setara atau telah 

berpengalaman bekerja sebagai pembantu 

Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan: 

1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan 

sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) 

tahun; atau 

2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di 

bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) 

tahun. 

b. sehat jasmani dan rohani; 

c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur 

Muda Tingkat I/ II/b;  

d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di 

bidang pelayanan dan pembimbingan 

pemasyarakatan serta pelindungan anak; dan 

e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing 

Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat. 

(3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing 

Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan 

fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan 

oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum 

terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh 

petugas rumah tahanan dan lembaga 

pemasyarakatan. 

 
Pasal 65 . . . 
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Pasal 65 

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:  

a.  membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk 

kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, 

pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak 

selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, 

termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila 

Diversi tidak dilaksanakan; 

b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk 

kepentingan  penyidikan, penuntutan, dan 

persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam 

maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan 

LPKA; 

c.  menentukan program perawatan Anak di LPAS dan 

pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas 

pemasyarakatan lainnya;  

d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan 

pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan 

pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan 

e.   melakukan pendampingan, pembimbingan, dan 

pengawasan terhadap Anak yang  memperoleh 

asimilasi, pembebasan bersyarat,  cuti menjelang 

bebas, dan cuti bersyarat.   

 

 

Bagian Ketiga 

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial 

 

Pasal 66 

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial 

Profesional sebagai berikut: 

a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma 

empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau 

kesejahteraan sosial; 

b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di 

bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial;  

c. mempunyai . . . 
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c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus 

dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk 

membina, membimbing, dan membantu Anak demi 

kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, 

sosial, dan pelindungan terhadap Anak; dan 

d.   lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial 

Profesional oleh organisasi profesi di bidang 

kesejahteraan sosial. 

  

Pasal 67 

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga 

Kesejahteraan Sosial sebagai berikut: 

a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas 

pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau 

sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;  

b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial; 

c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di 

bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial; dan 

d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus 

dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk 

membina, membimbing, dan membantu Anak demi 

kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, 

sosial, dan pelindungan terhadap Anak. 

 

Pasal 68 

(1)    Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan 

Sosial bertugas: 

a. membimbing, membantu, melindungi, dan 

mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi 

sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak; 

b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial; 

c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan 

pendapat Anak dan menciptakan suasana 

kondusif; 

d. membantu proses pemulihan dan perubahan 

perilaku Anak; 

e. membuat . . . 
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e. membuat dan menyampaikan laporan kepada 

Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil 

bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap 

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

dijatuhi pidana atau tindakan; 

f. memberikan pertimbangan kepada aparat 

penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi 

sosial Anak; 

g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, 

lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; 

dan 

h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar 

bersedia menerima kembali Anak di lingkungan 

sosialnya. 

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan 

Pembimbing Kemasyarakatan. 

 

 
BAB V 

PIDANA DAN TINDAKAN 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 69 

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai 

tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang ini. 

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun 

hanya dapat dikenai tindakan. 

  

Pasal 70 

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau 

keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang 

terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan 

hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan 

tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan 

kemanusiaan. 

Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua 

Pidana 

 

Pasal 71 

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: 

a.   pidana peringatan; 

b.   pidana dengan syarat: 

1) pembinaan di luar lembaga; 

2)  pelayanan masyarakat; atau 

3)  pengawasan. 

c.    pelatihan kerja; 

d.   pembinaan dalam lembaga; dan 

e.    penjara.      

(2) Pidana tambahan terdiri atas: 

a.  perampasan keuntungan yang diperoleh dari   

tindak pidana; atau 

b.  pemenuhan kewajiban adat. 

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana 

kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda 

diganti dengan pelatihan kerja. 

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang 

melanggar harkat dan martabat Anak. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara 

pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Pasal 72 

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak 

mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. 

 

Pasal 73 

(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim 

dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling 

lama 2 (dua) tahun. 

(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan 

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan syarat umum dan syarat khusus. 

(3) Syarat . . . 
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(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi 

selama menjalani masa pidana dengan syarat. 

(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal 

tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim 

dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. 

(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama 

daripada masa pidana dengan syarat umum. 

(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 

(tiga) tahun. 

(7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, 

Penuntut Umum melakukan pengawasan dan 

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan 

pembimbingan agar Anak menempati persyaratan 

yang telah ditetapkan. 

(8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat  

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus 

mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. 

 

Pasal 74 

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar 

lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) 

huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan 

pembinaan ditentukan dalam putusannya.  

 

Pasal 75 

(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa 

keharusan:           

a.  mengikuti program pembimbingan dan 

penyuluhan yang dilakukan oleh  pejabat 

pembina;  

b.  mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau   

c.  mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.  

(2) Jika . . . 
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(2) Jika  selama  pembinaan anak melanggar syarat 

khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 

(4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada 

hakim pengawas untuk memperpanjang masa 

pembinaan yang lamanya tidak melampaui 

maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum 

dilaksanakan. 

 

Pasal 76  

(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana 

yang  dimaksudkan untuk mendidik  Anak dengan 

meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan 

kemasyarakatan yang positif. 

(2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian 

kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan 

masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina 

dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk 

memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh 

atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang 

dikenakan terhadapnya. 

(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan 

paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 

(seratus dua puluh) jam. 

 

Pasal 77 

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada 

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) 

huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan 

paling lama 2 (dua) tahun. 

(2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak 

ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum  

dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. 

 

 Pasal 78 . . . 
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Pasal 78 

(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga 

yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai 

dengan usia Anak.  

(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan 

paling lama 1 (satu) tahun. 

 

 

Pasal 79  

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam 

hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak 

pidana yang disertai dengan kekerasan. 

(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan 

terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari 

maksimum pidana penjara yang diancamkan 

terhadap orang dewasa. 

(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku 

terhadap Anak. 

(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP 

berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang ini. 

 

 

Pasal 80 

(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di 

tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang 

diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun 

swasta. 

(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan 

apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak 

membahayakan masyarakat. 

(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling 

singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan. 

(4) Anak . . . 
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(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari 

lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak 

kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak 

mendapatkan pembebasan bersyarat. 

 

Pasal 81 

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila 

keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan 

masyarakat. 

(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak 

paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum 

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 

(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak 

berumur 18 (delapan belas) tahun. 

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari 

lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik 

berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. 

(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan 

sebagai upaya terakhir.  

(6) Jika  tindak  pidana  yang  dilakukan Anak 

merupakan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 

pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun. 

 

 

Bagian Ketiga 

Tindakan 

 

Pasal 82 

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak 

meliputi:  

a.   pengembalian kepada orang tua/Wali; 

b.   penyerahan kepada seseorang; 

c.  perawatan di rumah sakit jiwa; 

d.   perawatan di LPKS; 

e. kewajiban . . . 
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e.  kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau 

pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau 

badan swasta; 

f.  pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 
g.   perbaikan akibat tindak pidana.  

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d, huruf  e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 

(satu) tahun. 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, 

kecuali tindak pidana diancam dengan pidana 

penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. 

(4) Ketentuan  lebih lanjut mengenai tindakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

 
Pasal 83  

(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang 

dilakukan untuk kepentingan Anak yang  

bersangkutan. 

(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan 

untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik 

dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang 

bersangkutan. 

 
 
 

BAB VI 
PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN,  

PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK 

 
 

Pasal 84 

(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS. 

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak 

memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan 

pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta 

hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) LPAS . . . 
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(3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan 

keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian 

kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan 

program pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). 

(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4). 

 

Pasal  85 

(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di 

LPKA.  

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak 

memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, 

pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan 

keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian 

kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan 

program pendidikan dan pembinaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 

(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4). 

 

Pasal 86 

(1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA 

dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun  

dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. 

(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, 

Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan 

dewasa dengan memperhatikan kesinambungan 

pembinaan Anak. 

(3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan 

pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke 

lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan 

rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. 

 

 

Pasal 87 

(1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung 

jawab Bapas.  

(2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan 

dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     

(3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, 

pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan 

hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.   

(4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan 

pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, 

serta pemenuhan hak lain sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (3). 

 

 

Pasal 88 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

 
BAB VII . . . 
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BAB VII 

ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI 

 

Pasal 89 

Anak  Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua 

pelindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 90 

(1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak 

Saksi berhak atas:  

a.  upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, 
baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;     

b.  jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun 
sosial; dan     

c.  kemudahan dalam mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan perkara. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak 

Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 

 
 

Pasal 91 

(1)    Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing 

Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau 

Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat 

merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke 

instansi atau lembaga yang menangani pelindungan 

anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. 

(2)    Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan 

pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial 

dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung 

merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga 

yang menangani pelindungan anak sesuai dengan 

kondisi Anak Korban.    

(3) Berdasarkan . . . 
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(3)    Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari 

Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari 

Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan 

Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi 

berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi 

sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau 

instansi yang menangani pelindungan anak.  

(4)    Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan 

pelindungan dapat memperoleh pelindungan dari 

lembaga yang menangani pelindungan saksi dan 

korban atau rumah perlindungan sosial sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB VIII 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  

 

Pasal 92 

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait 

secara terpadu. 

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus 

dua puluh) jam. 

(3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. 

 

 

BAB IX 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 93 

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan Anak 

mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial 

Anak dengan cara: 

a. menyampaikan . . . 
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a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak 

Anak kepada pihak yang berwenang; 

b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan 

kebijakan yang berkaitan dengan Anak; 

c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak; 

d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak 

melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif; 

e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial 

Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui 

organisasi kemasyarakatan; 

f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat 

penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; 

atau 

g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan Anak. 

 

 

 

BAB  X 

KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI 

 

Pasal 94 

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di 

bidang perlindungan anak melakukan koordinasi 

lintas sektoral dengan lembaga terkait. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan 

kebijakan mengenai langkah pencegahan, 

penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan 

reintegrasi sosial. 

(3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh 

kementerian dan komisi yang menyelenggarakan 

urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan . . . 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

 

BAB XI 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 95 

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 

ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 

ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 

ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 96 

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan 

sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling 

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

 

 

Pasal 97 

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

Pasal 98 . . . 
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Pasal 98 

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun. 

 

Pasal 99 

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun. 

 

Pasal 100 

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), 

Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. 

 

 

Pasal 101 

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun. 

 

 

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 102 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara 

anak yang: 

a. masih   dalam   proses   penyidikan dan penuntutan 

atau  yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, 

tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan 

hukum acara Undang-Undang ini; dan    

b. sedang . . . 
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b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan 

dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur  

dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. 

 

 

Pasal 103 

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak 

negara dan/atau anak sipil yang masih berada di 

lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada: 

a.  orang tua/Wali;  

b.  LPKS/keagamaan; atau 

c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang sosial. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum. 

 

 

Pasal 104 

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan 

perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-

Undang ini paling lama  3 (tiga) tahun. 

 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

 

Pasal 105 

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah 

diberlakukannya Undang-Undang ini: 

a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik; 

b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum; 

c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim; 

d. kementerian . . . 



 

 

 

- 47 - 

 
 

d. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum wajib membangun 

Bapas di kabupaten/kota; 

e. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum wajib membangun  

LPKA dan LPAS di provinsi; dan 

f. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial wajib membangun 

LPKS. 

(2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan 

LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan  

kabupaten/kota berdekatan. 

(3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum tidak 

memiliki lahan untuk membangun kantor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan 

huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan 

lahan yang dibutuhkan. 

 

 

Pasal 106 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

Pasal 107 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus 

ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-

Undang ini diberlakukan. 

 

 

Pasal 108 

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun 

terhitung sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

 
 

Disahkan di Jakarta  

pada tanggal  30 Juli 2012 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
        
                      ttd. 

 
 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  30 Juli 2012  

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA       

                   REPUBLIK INDONESIA, 

 

                        
        ttd. 
 

 
                      AMIR SYAMSUDIN 

 

 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2012  NOMOR  153 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 

Asisten Deputi Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

 
 
 

 

Wisnu Setiawan 



 



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA  
     DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM 
 
 
 
 

 

 
BERITA ACARA SERAH TERIMA 

 
 
---Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sekitar, 
Pukul. 10.00  Wib, saya.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------:  EVI PAGARI, A.Md., S.H.:------------------------------------------------- 

 
Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.73070721 jabatan Kasubdit Subdit Renakta Ditreskrimum 
Polda Metro Jaya selaku penyidik,  berdasarkan : ----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 
 2. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 7729/D.4/PDP.07.1 tanggal 21 
Desember 2022 perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 pada Pusat Pengembangan 
Kompetensi Kepemimpina Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Pusat 
Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara serta Pusat 
Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Seleksi Peserta 
Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tahun angggaran 2023; 

 3. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi Lembaga 
Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4639/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 
2023 perihal hasil penetapan kelulusan peserta seleksi calon peserta pelatihan 
kepemimpinan (PKN) tinggal II tahun 2023; 

 4. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi Lembaga 
Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4645/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 
2023 perihal pemanggilan peserta pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II 
angkatan XXVIII tahun anggaran 2023 di pusat pendidikan administrasi Lamdiklat Polri; 

 5. surat perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: 
Sprin/2023/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023. 

  
 
Telah menyerahkan hasil Proyek Perubahan berupa Dokumen (Hardcopy); berupa : ------------------------- 
 

a. Panduan Penggunaan Web Penanganan Kasus Anak berhadapan dengan Hukum di Polda 
Metro Jaya 

b. Laporan Strategi Peningkatan Kinerja Dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan 
Hukum  Berbasis Digital   

  



------Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani 
di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas.------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

Diserahkan 
 
 
 

EVI PAGARI, A.Md., S.H. 
     AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721  

   Diterima  
 
 
 

      HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H 
           KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74100555 
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